
4725);

2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tcntang
Penataan Ruang {Lembaran Ncga,'"a Rcpublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor

RepublikIndonesiaTahun 1945;
I. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraMengingat

Menimbang : bahwa umuk mclaksanakan ketentuan Pasat 2 I ayat
(1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenLang
Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan
Rcncana Tata Ruang Kawasan Taman Naaional
GunungMcrapi;

PRESlDENREPU8LII\INDONESIA,

DENOANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

RENCANATATARUANO
KAWASANTAMANNASIONALGUNUNGMERAPI

TENTANG

PERATURANPRESIDENREPUBLII\INDONESIA
NOMOR70 TAHUN2014
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OalamPeraturan Presidenini yangdimaksud dengan
1 Ruang adaIah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wiJayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
kegiatan,dan memeliharakelangsunganhidupnya

2 Tata Ruangadalah wujud struktur ruang dan pola ruang
3 Penataan Ruangadalah auatu sistemprosesperencanaan Tata Ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaatan ruang.
4 RencanaTata Ruangada!ah hasi! pcrencanaanTata Ruang,
5 Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya peneapaian tujuan

penataan rLlang melalui pelaksanaan pcrcncanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalianpemanfaat,,,,ruang

Bagianxesatu
Pengertian

KETENTUAN UMUM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG

TATA RUANG KAWASAN

GUNUNG MERAPI

Menetapkan

3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rcncana Tata Ruang Wilayah Nasional
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2008
Nornor48, Tambahan Lembaran Negare Republik
JndonesiaNomo(4833);
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10, Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi adalah kawasan
lindung dan kawasan budi daya di sekitar Taman NasronalGunung
Merapi, yang merupakan Kawesan Rawan Beneana Alam Geologi,
yang karakteristik pemanfaatan ruangnya ditetapkan umuk
melindungi perestartan dan fungsiTaman NasionalGunung Mcrapi

11 Kawasan Pelestarian Alam yang sclanjutnya disingkat KPAadalah
kawasan dengan eiri khas tcrtcntu, baik di daratan maupun di
perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa,sertapcmanfaatansecaralestarisumberdayaalam hayati
danekosistemnya

Geologi

9 Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi adalah kawasan strategis
nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap
pclestarian lingkungan Taman Nasional Ounung Mcrapi dan
kesejahteraan masyarakat di kawaaan sekitar Taman Nasional
Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Rawan Bcncana Alam

perundang-undangandi btrtangkehurane».

8 Taman Nastonal Ounung Mcrapi adalah Taman Nasional Ounung
Merapi sebagaimana ditetapkan scsuai ketentuan pcraturan

budidaya. pariwisata, dan rckreasi.

7, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai
Ekosistem as.li, dikelola dengan sistem zonaai yang dimanfaatkan
untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang

wilayahyang telah ditetapkan sebagai warisan duma

6 Kawaaan Strategis Nasional adalah wilayah yang penetean ruangnYII
diprioritaskan karena mcmpunyai pengaruh sangat penting sccara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

-3-
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19 KawasanRawanBencanaadalah kawaaanyangmemiJikikarakteristik
bahayatertentu

18 RawanBencana adalah kondisi utau karakteristik geologis,biologis,
hidrologis,klimatologis,geografis,sosial, budaya, politik, ekonomi,
dan teknologipada suatu wiJayahuntuk jangka waktu tertentu yang
mengurangikemampuan mcncegah, meredam, mencapai kesiapan,
dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk

hidup

17 Ekosistemadalah tatanan unsur lingkunganhidup yang merupakan
kesaruan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan,stabilitas, dan produktivitas lingkungan

pengembangantanaman pangan

16 KawasanBudi DayaTanaman Pangan adalah kawasan laban basah
beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak
beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan

tidakdibataaiwilayahadministrasi

13 KawasanBudi Daya adalah wilayahyang ditetapkan dengan fungsi
utarna untuk dibudidayakanatas dasar kondisi dan potensi sumber
dayaalam. sumberdayamanusia,dan sumberdaya buatan

14 KawasanHutan adalah suatu wilayahtertentu yang ditetapkan oleh
Pemerintahuntuk dipertahankankeberadaannyasebagaihutan tetap
KawasanBudi Daya Pcrtanian ada1ahwilayah budi daya memiliki
potensi budi daya kcmoditasmemperhalikankesesuaian lahan dan
agroklimat, efisiensi dan efcktifitas usaha pertanian tertentu yang

sumberdayaalamdan sumberdayabuatan

12. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
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29. Ruang

peningkatankemampuanmenghadapiancaman bencana
maup~\I1penyadaran danbencana, baik melalui pembangunan

Jalur Evakuasi adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan
TESdan jalur yangmenghubungkanTESdenganTEA
MitigasiBencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko

bcrfungsisebagaiposinformasi bencana

TcmpatEvakuasiAkhiryangselanjutnya disingkatTEAadalah tempat
berkump~dakhir bagi Pengungsi yang dapat berfungsisebagai tempal
hunian sementara saat terjad i Bcncana Alam Geologi yang juga

Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan
terjadinyabencana pactasuatu tempatoleh lembagayangberwenang
Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah
tcmpal berkumpul sementara bagi Pengungsi saat lerjadi Bencana
Alam Geologiyang juga berfungsi scbagai pos informasi Evakuasi

belumpasti sebagai akibatdampak buruk bencana.

Pengungsi adalah orang atau sekelompokorang yang terpaksa atau
dipaksa keluar dari tempal tinggalnya untuk jangka waktu yang

tempatbernaungsementara

lingkungan,kerugianharta benda,dan/atau dampak psikologis
PenanggulanganBencana adalah serangkaian upaya yang mehputi
penetapan kebijakan pcmbangunanyang berisikotimbulnyabencana,
kegiatanpencegahanbencana, tanggapdarurat, dan rehabilitasi
Evaktraai adalah upaya memindahkan pengungsi dan Kawasan
Rawan Bencana ke kawasan aman bencana dan upaya menyediakan

manusia, keruaakanmengakibalkan timbulnya korban

Bencana Alam Geologiadalah pcristiwa alau serangkaian perisciwa
yang disebabkan oleh gejaJadan akibal lelu~an gunung berapi yang
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36. Pcmcrinlah..

Bangunan Saboadalah jenis dan macambangunan air yang dibangun

dalam rangka pengendaliangerakanmassa sedimen.
35. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi danjatau pemangku kepentingan
nonpemerinlah laindalam penyelcnggaraanPenataan Ruang

scmpadanjalan.

garis yang tidak bolch dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis
O,.,.i~St:JI1padanB''''gunan yung sc]unjutnya disebut GSB adalah

pcrtamananjpenghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan

diperuntukan bag;bangunan gedung

KoefisienDaerah Hijau yang selanjutnya disebut KDHadalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di

lingkungan

Ruang Terbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH adalah area
mcmanjangjjalur dan/atau mengelompok,yang penggunannnya lebih
bcrsifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengajaditanam.
KoefisienDasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah
angka perseruase perbandingan arnara luas seluruh lantai dasar
bangunan gedung dan luas lahan!tanah perpetakanjdaerah
perencanaan .yangdikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana

tata bangunan dan lingkungan.
31 KoefisienLamai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah

angka pcrsentase perbandingan antara luas seluruh lanlai bangunan
gcdung dan luas tanah perpctakanjdaerah pererrcanaan yang
dikuasai sesuai rCncana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
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Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini melipufi

peran dan fungsi Rencana Ta\a Ruang serta cakupan Kawa san Taman

Nasiona! Gunung Merapi:

b tujuan, kebijakan, dan slrategi Penataan Ruang Kawasan Taman

Nasional Ounung Merapi:

rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Qunung Merapi:

d reneana pola ruang Kawaaan Taman Nasional Qunung Merapi;

arahan pemanfaatan ruang Kawasan Taman Naaional Qunung Merapi;

f arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Taman Nasiona!

QunungMerapi;

g penge!olaanKawaeanTamanNaaionalQunung Merap;:dan

h. peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Kawaean

NasionalQunung Merap;

Bagian Kedua

RuangLingkup Pengaturan

Pusat yang sclanjutnya disebut Pemerintah adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Daaar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah Daerah ada!ah Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah

sebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah

Menteri adalah menteri yang menyelcnggarakan urUSan pemerintahan

dalarn bidangPenataan Ruang



g. perwujudan

di KawasanTaman Nasiona!Gunung Mecapi;
f_ penyusunan rencana akgi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi

kclestarian Jingkungan dan MitigasiBcncana;
pcngclolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi berbasis
NasionalGunungMerapi;

II d Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupatcn di Kawasan Taman
di Kawasan Taman NasionalGun~\I1gMecapi;

perwujudan kcterpaduan, kcterkaitan , dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah kabupaten, scrta keserasian antarsektor

Taman Nasional Gunung Merapi;
b pemanfaatan ruang dan pengendaJian pemanfaatan ruang di Kawasan

Gunung Merapi;
penyusunan reneana pembangunan Kawasan Taman Nasional

sebagaipedoman ullluk
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berfungsi

Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Naaional Gunung Merapi berperan
sebagai alat operasionaliaasi Rencana Tata Ruang Wilayah Naaional dan
alat koordinasi peJabanaan pembangunan Kawasan Taman Nasional
GunungMerapi

Merapi
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung

BagianKesatu

PERANDANFUNGSIRENCANATATARUANGSERTACAKUPANKAWASAN
TAMANNASIONALGUNUNGMERAPI
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4 sebagian wilayah J(ccamalan Turi, sebagian wilayah
Kecamatan Pakem, dan sebagian wilayah Kecamatan
Cangkringan di Kabupaten Sleman, Provins; Daerah
IstimewaYogyakarta

Provinsi,JawaTengah;dan
3 scbagianwilayahKecamatanKemalangdi KabupatenKlaten,

di KabupalenBoyolali,ProvinsiJawaTengah;

2 sebagian wilayah Kecamatan Sclo, sebagian wilayah
KecamatanCepogo,dan sebagianwilayahKecarnatanMusuk

JawaTengah;

1 sebagian wilayah KecamatanDukun dan sebagian wilayah
Kecamatan Srumbung di Kabupaten Magelang, Provinsi

TamanNasionalGunungMerapi.terdirialas
belas]kecamatanmeliputi'

(I) Cakupan kawasan Penataan Ruang Kawasan Taman
Gunung Merapi ditetapkan berdasarkan fungsi Taman Na~ional
GunungMerapidan KawaaanSekilarTamanNasionalGunungMerapi
yangmerupakan KawasanRawanBeneanaAlamGeologi

(2) Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mencakup 18 (delapan

BagianKedua
Cakupan KawasanTamanNasionalGunung Merapi

g pe""'-ljudan ketcrpaduan penanganan Bencana Alam Geologipasea
erupsi KawasanTamanNasionalGunungMerapi;dan

h perwujudan keterpaduan reneana pcngembangan kawasan
Kawasan Taman NasionalGunung Merapidengan KawaaanTaman
NasionalGunungMerapi
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Bugian

Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Ounung Merapi bertujuan
untuk mewujudkan Tata Ruang KawasanTaman NasionalGunung Merapi
yang berkualitas dalam rangka menjamin ke1estarian 1ingkungan dan
kesejahteraan Masyarakat KawasanTaman Nasiona1Gunung Merapiyang
bcrbasisMitigasiBcncana

BagianKesatu
Tujuan Penataan Ruang KawasanTaman Naaicnal Gunung Merapi

TUJUAN,KEBIJAKAN,DANSTRATEOIPENATAANRUANO
KAWASANTAMANNASIONALGUNUNGMERAPI

3 seluruh wilayah Kccamatan Manisrenggo, seluruh wilayah
Kecamatan Karangnongko,dan sebagian wilayah Kecamatan
Kemalangdi Kabupaten JGaten,Provinsi.Jawa Tengah: dan

4 seluruh wilayah Kecamatan Tempel, scbagian wi1ayah
KecamatanTtlri, sebagian wiJayah KecamatanPakcm,
sebagian wilayah Kecarnatan Cangkringan, dan sebagian
wilayah Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman,
P,'ovinsiDaerahlslimewaYogyakarta,

di Kabupaten Boyolali ProvinsiJawa Tengah;

2 sebagian wilayah Kccamatan Solo, sebagjan wilayah
KccamatanCepogo,dan sebagian wiJayahKecamatanMusuk

Mage1ang,ProvinsiJawa Tengah;

b KawasariSekitar Taman Na~iona1Gunung Merapi, tcrdiri atas
1 seluruh wilayah Kecamatan Sawangan, seluruh wi1ayah

Kecamatan Muntilan, seluruh wilayah Kecamatan Salam,
seluruh wiJayah Kecamatan Mungkid, scJuruh wilayah
Kecamatan Ngluwar, sebagian wilayah Kecamatan Dukun,
dan sebagian wilayah Kecamatan Srumbung di Kabupaten
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c.mcngcndalikan ..

d mencegah dan membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang
berpotensi mcngurangi fungs; lindung di Kawasan Taman Nasional
GunungMerapi;

pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya;

mcrehabilitasi dan merevitalisasl Taman Nasional Gunung Merapi
yang mengalami kerusakan baik akibat Bencana Alam Geologi
Gunung Merapi maupun penyebab lainnYd, melalui kegiatan

NasionalGunung Merapi;
b. meningkatkan konservasi surnber daya air di KawasanSekitar Taman

dan iingkunganalami;

Strategi pelestarian lingkungan KawasanTaman NasionalGunung Merapi
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 humf a terdiri atas

meningkatkan Iungsi konservasi Taman Nasional Gunung Merapi
untuk menjaga keberlanjutan Ekosistemdan KeanekaragamanHayati
besertahabitatnyasertamcnjagakcseimbangantataair,iklimmakro,

BagianKetiga
Stratcgi Penataan RuangKawasanTaman NasionalGunung Merapi

pelestarian lingkungan KawasanTamanNasionalGunung Merapi;dan
b pengembangan Kawaaan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis

MitigasiBencana

meliputi·
Kebijakan penataan ruang Kawesan Taman Nasional Gunung Merapi

Bagian Kedua
KcbijakanPenataan RuangKawasanTamanNasionalGunung Merapi
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g.mengcmoongkan

f. meningkatkan peran dan kesadaran Masyarakat dalam pelaksanaan
dan pengembangan ststem evakuasl beneana di Ka"'asan Taman
NasionalGunung Merapi;dan

xawesen Taman NasionalGunung Mcrapi;

melakukan pcngcndalian yang lingg; pada Kawasan Rawan Bencana
Alam Geologi yang terdapat kantung (enclaue) permukiman di

GunungMcrapi;

d. menyesuaikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Beneana
AlamGcologiyang terdampak langsung di KawaaanTaman Nasional

Taman NasionalGunung Merapi;

mengembangkan sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan
sistem pusal permukiman dan sislemjaringan praearana di Kawaaan

berbasis MitigasiBencana;

b meningkatkan fungs; Kawasan Lindung dan mengembangkan
Kawasan Budi Daya di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

MitigasiEk:ncana;
meningkatkan fungsi Taman NasionalGunung Mecapiyang berbests

StrategipengembanganKawasanTaman NasionalGunung Mcrapiberbasis
MitigasiBencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdlri

f mengembangkan kegiatan pemanfaatan mang yang mendukung
fungsi lindung Kawaean Taman Nasional Gunung Mcrapi mclalui
pemanfaatan dan pengembangan pOlensi alam, Keanckaragaman
Hayau, keunikan vulkanik, serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan
sosial budaya

Gunung Merapi;dan

mengendalikan dan membatasi intensitas kawasan terbangun untuk
mendukung pelestarian Iingkungan Kawasan Taman Nasional
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Bagian

b. rencanasistcmjaringanprasarana.

(3) Reneana sistem pusat permukiman sebagaimana dimakeudpada ayat
(2) huruf a diatur dalam reneana rata ruang wilayah kabupaten

beserta reneana rineinya di KawasanTaman NasionalGunung Merapi.

(4) Reneana Stroktur Ruang di dalam Taman Nasiona! Ounung Merapi

diatursesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan

a_ reneana sistem pusat permukiman; dan

(I) Rencana Struktur Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

ditetapkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, peiayanan

Evakuasi bencana, dan jaringan prasarana Kawasan Taman Nasional

Ounung Mcrapi guna menjamin kelestarian lingkungan dan

kesejahteraan Masyarakat Kawasan Taman Nasiona! Gunung Mcrapi

yang bcrbasis MitigasiBencana

(21 Reneana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri

Bagian Kesatu

RENCANASTRUKTURRUANO

KAWASANTAMANNAS!ONALOUNUNOMERAPJ

g mengembangkan kelembagaan antaraektor dan antardaerah untuk

mcningkatkan kcrja Sarna pengelolaan kawasan dan Penanggulangan

Beneana di KawasanTaman NasionalGunung Merapi
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menjamin keselamatan scrta kebutuhan dasar Pengungsi selama
terjadinyaBencanaAlamGeologidl KawasanTamanNasionalGunung

Merapi.
(2) Sistemevakuasi bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (I) tcrdirl

atas TES.TEA,dan Jalur Evakuasi

aman bencana, memudahkan proses Evakuasi pengungsi, dan
pengungsi dari KawasanRawan Bencana AlamGeologikc kawasan

11) Sistcm cvakuasi bencana ditctapkan scbagai upaya mcmindahkan
eeeeria

Geclogi
sistem jaringan pemantauan dan Peringatan Din; Bencana Alam

b. sistemjaringanenergi;
sistemjaringantelekomunikasi;

d. sistemjaringan sumberdaya air; dan

sistemjaringan transportasi;
(1)hurufbmeliputi:

(3) Sistemjaringan prasarana lainnya sebagaimanadirnaksud padaayal
(11hurufa berupa sistemevakuastbencana.

(1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
PasaIIOayat(2) hurufbtcrdiriatas:
a. sistemjaringan prasarana utama; dan

b. sistemjaringanprasaranalainnya
(2) Sistcmjaringan prasarana utarna sebagaimana dimakaud pada ayat

RencanaSistcmJaringan Prasarana
BagianKcdua
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tidak berada pada area yang membahayakan keselamatan
Pengungsi, seperti area rawan langsor, area jaringan listrik
tegangan linggi, area rawan pohan tumbang, dan sempadan

kendaraanpengangkutPengungsi;
b berada pada lokasi yang mudah diakses oleh Pengungsi dan

(2) TEAsebagaimanadimaksud pada ayal (I) ditetapkan dengan kriteria
berada di luar Kawasan Rawau Bencana di Kawasan Taman
NasionalOunungMerapi;

selama terjadinyaBencanaAlamGeoJogi

Pasal14
(I) TEAsebagaimanadimaks.uddalam Pasal 12ayat (2)ditetapkan untuk

menjamin kesolamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi

(5) Lokasi TES sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh
pemcrtrnahkabupaten eesuerdengankewenangannya

d tersediaa.latkomunikasi;dan
mempcrtimbangkankeamanandan aksesibilitas;
tersedia prasarana dan sarana yang m~mudai dengan

b tidak berada pada area yang membahayakan kcselamatan
Pengungsi, seperti area rawan longsor, area jaringan listTik
tegangan tinggi, area rawan pohon tumbang, dan sempadan

kendaraan penjemputPengungsi;

(4) TESscbagaimanadimakeudpada uyat (1)ditetapkund~ngankritcria
bcrada pada lokaei yang mudah diakses oleh Pengungsi dan

BencanaAlo.mOeologi

(3) TESsebagaimanadimaksud dalam Pasal 12ayar (2)ditetapkan untuk
memudahkan proses E\'akuasi Pengungsi menuju TEAsaat terjadi
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b, tersediamarkajalan;dan
kendaraan pengangkutPcngungsi;
merupakan jalan dengan perkerasan yang dapa\ dilalui

dengan kriteria
(2) Jalur Evakuasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

(1) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayal (2)
ditetapkan w1luk memudahkan proses Evakuasi Pengungsidari TES

(5) Sda;n lokasl TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk
mendukung sistcm evakuasi beneana, pemerintah kabupaten dapat
menetapkan lokasi TEAlainnya di luar KawaaanTaman Naaional
OunungMerapidalam reneana tate ruangwilayahkabupatcn,

KabupatcnSleman

Kecarnatan Tempel, Kecamatan Turi, Keeamatan Pakem,
Kecamatan Cangkringan, dan Keeamatan Ngemplak di

b KecamatanKarangnongkodi KabupatenKlaten;dan

(3) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara
lain bcrfungsi sebagai mang parkir bagi kendaraan pcngangkut
Pengungsi dan ruang pendaratan helikopter untuk mengangkut
korban 8encana AlamGeologidan bantuan logistik

(4) TEAsebagaimanadimaksud pada ayat (1) berada pada
Kecamatan Sawangan, Keeamatan Dukun, Keeamatan
Srumbung, KecamatanMuntilan, KecamatanSalam, I{eeamatan
Mungkid,dan KecamatanNgluwardl KabupatenMagelang;

g tersed;a rambu Evakuasi
f terscdia prasarana dan sarana komunikasi;dan

tersedia ruangterbuka;
mempe,timbangkankeamanandan aksesibilitas;

prasarana dan sarana yang memadai dengan
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c.TES

Merapi;
3 TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung

Magelang;danJatau
2 TEA yang berada pada Kecamatan Ngluwar di Kabupaten

Magelang;
I. TEAyang berada pada Kecamatan Srumbung di Kabupaten
dengan

b TES yang melayani Desa Ngablak, Desa Srumbung, Desa
Kemiren, Dc:;a Kamongan, Desa Banyuadem, dan Dcsa
Ngargosokap<ldaJ,~calUUlanSrumbung di Kabupalcn Magdang

Merapi;
2 TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung

Magelang;dan/atau

TES yang melayani Desa Gondowangi, Desa Sawangan, Desa

Mangunsari, Desa Tirtosari, Desa Podosoko, Desa Butuh, Desa
I(rogowanan, Desa Kapuhan, Desa Gantang, Desa Jati, Desa
Soronalan, Desa Wulunggunung, Desa Ketep, Desa Banyuroto,
dan Desa Wonolelo pada Kecarnatan Sawangan di Kab~lpaten
Magelang dan Desa Tlogolele,DesaKlakah,dan Desa Jrakah
pada Kecamatan Selodi Kabupaten Boyolalidengan

I TEAyang berada pada Kecama!an Sawangan di Kabupaten

menghubungkan

(3) Julur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mclintasi

sungai danjatau sempadansungat yang berpotensi terkcna banjir
lahar harus memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilcngkapi
sarana informasi Peringatan DiniBeneana AlamGeologi

(4) Jalur Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tcrsediarambu Evakuasi.
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f TES yang melayarti Desa Ngargosoko, Desa Tegalrandu, Desa
Kaliurang, Deaa Nglumut, Desa Sanyuadem, Desa Kradenan,
Desa Jerukagung, Desa Sudimoro, Deaa Kamongan, dan nosa
Kemiren pada Kecamalan Srumbung di Kabupaten Magelang
serta Desa Mantingan, Dcsa Salam, Desa Suncen, Desa

Magelang;

d. TES yang melayani Desa GuIon pede Kecamatan Salam, Dcsa
Pandanretno, Desa Tegalrandu, Desa Mranggen, Desa Polcngan,
Desa Bringin, dan Desa Pucanganom pada Kecamalan
Srumbung, Desa Banyudono, Desa Sanyubiru, De~a Ngadipuro,
Desa [{ctunggengpada Kccamatan Dukun, Kabupaten Magclang,
serta Desa Tanjung, Dcaa Sokorini, Desa Sriwedari, Desa
Congkrang, Desa Adikarto, Desa Menayu, Desa Keji, oesa
Ngawen,Desa Gunungpring, Desa Pucurejo, Desa Tamanagung,
Desa Gondosuli, Desa Sedayu, dan Desa Munlilan pada
Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelangdengan TEAyang
berada pada KecamatanMuntilandi Kabupaten Magelang;

c TES yang melayani Desa Progowati,Desa Ngrajek, Desa Mendul,
Deaa Sawitan, Desa Rambeanak, Desa Paremono, Desa Pabalan,
Desa Sojong, Desa Pagcrsari, Desa Mungkid,Desa Ambartawang,
Dosa Sumirejo, Desa Biondo, Desa Senden, Desa Gondang, dan
Desa Treko pada Kecamatan Mungkid di Kabupaten Magelang
dengan TEAyang berada pada Ke<:amatanMungkiddi Kabupaten

Merapi;
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung

MageJang;danJatau

TESyang mclayani Dc~aScwukan, Desa Keningar, Desa Dukun,
Desa Sumber, Desa Kalibening,Desa wares, Desa Ngargomulyo,
Desa Sengi, Dc:;a Paten, Desa Mangunsoko, dan Dcsa Krinjing
pada Kecamatan Dukun di KabupaLenMagelangdcngan:
I. TEA yang berada pada Kecamatan Dukun di Kabupaton
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Blimbing

TESyang melayani Desa Tegalmulyo,Desa Tlogowaru,dan Desa
Tangkil pada Kccamalan Kernalang, dan Desa Demakijo, Desa

luar KawasanTaman NasionalGunung Merapi;

TES yang melayani Desa Sumur-,Desa Jemowo, Desa Dragan,
Desa Karanganyar, Desa l.ampar, dan Desa Keposong pada
Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolalidengan TEAlainnya di

luar KawasanTaman NasionalGunung Mcrapi;

h. TESyang melayani Desa Lencoh,Desa Samiran, Desa Selo, Desa
Jeruk, Desa Senden, dan Dcsa Tarubatang, pada xecarnatan
Selo, Desa Suroteleng, Desa Geming, Desa Sukabumi, Desa
Wonodoyo,Desa Jombong, Desa Gedangan, Desa Cepogo, Desa
Paras, Desa Gubug, Dese JeJok, Desa Bakulan, oesa
Kembangkuning, Desa Mliwis, Dcsa Cabeankumhi, Desa
Candigatak, dan Desa Sumbung pada Kecamatan Cepogo,Desa
Cluntang, Desa Mriyan, Desa Sangup, Desa Lanjaran, Desa
Scuni, Desa Kembangsari, Dcsa Karangkendal, Desa Sukorejo,
Desa Ringinlarik, Desa M1.ISuk,Dcsa Pagcrjurang, Deaa
Pusporenggo, Desa Sukoramc, dan Desa Kebongulo pada
Kecamatan Musuk di Kabupaten Boyolalidengan TEAlainnya di

Ngluwardi Kabupaten Magclang;

g TES yang melayani Desa Bligo,Desa Somokaton, Desa Ngluwar,
Desa Karangtalun, Desa Jamuskauman, Desa Plosogede, Desa
Blongkeng, dan Desa Pakunden pada Kecamatan Ngluwar di
Kabupaten Magclangdcngan TEAyang berada pada Kccamatan

Magelang;
2. TEAyang berada pada Ke<:amatanNgluwar di Kabupaten

Magelang;dan/atau

Kadiluwih, Desa SomokClro, Desa Jumoyo, Desa Tirto, Desa
Baturono, Desa 't'crsanggcdc. Dcsa Sirahan, dan Desa Seloboro
pada Keeamalan Salamdi KabupatenMagclangdengnn
I TEA yang bcrada pada Kceamatan Salam di Kabupaten
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TES yang melayani Desa Sidorejo, Desa Kendalsari, Desa
Bumiharjo, Desa Dompol, Desa Kemalang, dan Desa Keputran
pada Ke<:amatanKemalang di Kabupaten Klaten dengan TEA
lainnya di luar KawesanTaman NasionalOunung Mcrapi;

OunungMerapi;

III TES yang melayani Desa Taskombang, Desa Solodiran, Deaa
Nangsri, Dcsa Borangan, Desa Barukan, Desa Tanjungsari, Desa
Kranggan, Desa Leses, Desa Kebonalas, Desa Bendan, Desa
Tijayan, neee Kecemen,Desa Ngemplakseneng,Desa Sapen, dan
Desa Kepurun pada Kecamatan Manisrenggo di Kabupaten
Klaten dcngan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional

NasionalGunungMerapi;

TES yang melayani Desa Balerante, Desa Panggang, Desa
Bawukan, dan Desa Talun pada Kecamatan Kemalang di
Kabupatcn Klaten dengan TEAlainnya di luar Kawasan Taman

Merapi;
2. TEA lainnya di tuar Kawasan Taman Nasional Gunung

Karangnongkodi Kabupaten Klaten;dan

k. TES yang melayani Desa Gumul, Desa Karangnongko, Desa
Jagalan, Desa Jetis, Desa 6anyuaeng, Desa Kadilajo, Desa
Somokaton pada Kecamatan Karangnongko, dan Desa Sukorini
pada Kecamatan Manisrenggodi Kabupaten Klaten dengan
1 TEA yang berada di Desa Gumul pada Kecamatan

Merapi;
2. TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung

Karangnongkodi Kabupaten Klatenjdarrjatau
1 TEA yang berada di Dcsa Demakijo pada Kecamatan
Kebupaten Klatendengan

Blimbing, Desa Kanoman, Desa Gemampir, Desa Jiwan, Desa
Ngemplak, dan Desa Logedepada Kecamatan Karangnongko di
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TESyang melayani Dcsa Bangunkerto dan Desa Donokertopada
Kecamatan furi dan Desa Candibinangun, Desa Harjobiml.l1gun,
dan Desa Pakembinangun pada KccamatanPakem di Kabupaten

OunungMerapi;

TES yang rnelayani Dcsa Banyurejo, Desa Tambakrejo, Dcsa
Surnberrejo, Desa Pondokrejo, Dcsa Mororejo,Desa Margorcjo,
dan Desa Lumbungrcjopada Kccamatan Tempel di Kabupaten
Sleman dengan TEAJainnya di luar Kawasan Taman Nasional

Merapi
2 TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung

Slernan;dan

TESyang melayani Desa Glagaharjo,DesaArgomulyo,dan Desa
Kepuharjopada KecamatanCangkringandan Desa Sindumartani
pada KecamatanNgemplakdi KabupatenSlemandcngan
1. TEA yang berada di Dcsa Sindumartani dan nesa

Umbulmartani pada Kccamatan Ngcmplak di Kabupalen

Sleman;

l'ES yang melayani Desa Hargobinangun dan Dcaa
PUl"wobinangunpada Kccamatan Pakcm di Kabupaten SIcman
dengan TEAyang beradu pada xecemeren Pakem di Kabupaten

Cangkringandi KabupatenSloman:

q. TES yang meJayani Dcsa Umbulharjo, Desa Argomulyo,Desa
Kcpuharjo, dan oese Wukirsari pada Kccamatan Cangkringan,
Kabupaten Sleman dcngan TEAyang berada pada xecametan

pada KecamatanTuridi KabupatenSleman;

TE:Syang melayani Desa Mcrdikorejodan Dcsa Lumbungrcjo
pada [(ccamatan Tempel, Kabupaten Sleman dongan TEAyang
berada pada KecamatallTempeldi KabupatenSloman;

I! TES yang melayalli Desa wcnokeno dan Desa Girikcrto pada
Kecamatan furi di Kabupaten Sleman dengan TEAyang berada
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(2)Jarinsan.

jaringanjalanarteri;
b jaringanjalankolektor;dan

jaringanjalanbcbashamba\an

PasalL?
(1) Jaringanjalan sebagaimanadimaksuddalamPasal 16ayat (4)huruf a

jaringanjalan:dan
b, lalulintasdanangkutanjalan

(4) Sistem jaringan jalan sebagaimanadimakslld pada ayat (3) terdiri
ayat(2) berupa ststemjanngan jalan

(3) Sistemjaringan lransportasi darat scbagaimanadimaksudkan pada
berupasislemjaringanlransportasidaral.

(2) Sistem jaringan Lransportasisebagaimanadimaksud pada ayat (I)

OunungMcrapi.

Pasal16
(I) Sistemjaringan transportasi sebagaimanadimaksud dalam ?asal II

ayat (3) huruf a diletapkan unluk meningkatkan kualltas dan
jangkauan pc1ayanan pergerakan orang dan barangjjasa bagi
pclaksanaan zvexcast bencana dan pcngembangan kegiatan budi
daya yang mendukung fungsl lindung Kawaaan Taman Nasional

TESyangmelayaniDesaUmbulmartanidan DeaaWidodomartani
pada KecamatanNgemplakdi Kabupaten SJemandcngan TEA
lainnyadi luar KawasanTamanNasionalGunungMerapi

(5) PengcmbanganJaJur Evakuasisebagaimanadimaksud pada ayat (I)

dilaksanakanoleh Pemerintahdan ?emcrintahDaerah sesuai dcngan
kewenangannya

GunungMcrapi;
Sleman dcngan TEAlainnya di luar KawasanTaman Nasional
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(2)Terminal

(II LalulintasdanangkulanjalansebagaimanadimaksuddalamPasall6
ayat(4lhurufbberupalerminalpcnumpang

b. jalan Solo-Yogyakarta
jalan Yogyakarta-Bawen;dan

hurufc mehputi:
(4) Jaringan jalan bebas hambatan scbagaimana dimaksud pada ayat (I)

Ccpogodi KabupatenBoyolali
d jalan yang mcnghubW1gkanKccamatan Soolodan Kccamatan

jalan yang menghubungkan KecametanManisrenggo,Kecamatan
Kemalang,dan Kccamalan Karangnongkodi Kabupaten Klaten;

di Kabupaten Sleman;

1. Kecamatan Tempel, Kccamatan furi, Kecamatan Pakem,
KecamatanCangkringan,dan KecamatanNgemplak;dan

2. Ke<;amatanPakemdan KccamaranNgemplak,

b jalan yang menghubungkan:
di KabupatenMagclang;

Ngjuwar,

3 KecamatanDukun dan KecamatanMuntilan;dan
4 Kecamatan Srumbung, I(ccamatan Salam, dan Kecarnatan

Ngluwar;

I KecamatanMungkiddan KecamatanSawengan:
2. Kecamatan Mungkid,KecamatanMuntilan, dan Kecamatan

jalan yang mcnghubungkan:
mcliputi

(3) Jaringanjalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufb
KabupatenSleman

(2) Jaringan jalan arteri sebago.imunadimakaud pada uyat (1) huruf a
berupa jabn yang menghubungkan Kabupalen Magelang dengan
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(2)Sistem

(I) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
II ayat (3) huruf c ditetapkan untuk meningkatkan aksesibilitas
Masyarakat sene pengelolaTaman Nasiona!Gunung Merapiterhadap
layanan telekomunikasi untuk mendukung peningkatan pe!estarian
Taman Naaional dan aistem evakuaai bencana serta aistem
pemantauan dan Per'ingatanDiniBencanaAlamOeologi

(5) SUTETsebagaimana dimaksud pada ayat (31huruf b berupa SUTET
yang me!intasi Kecamatan Musuk dan Kecamatan Cepogo di
Kabupaten Boyolali

KccamatanNgcmp1akd; KabupatcnSlcman
SUIT yang melintasi Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, dan
Karangnongkodi KabupatenKlaten;dan

b SUIT yang melintaai Kecamatan Manisrenggodan Kecamatan
di KabupatenBoyolali;

a. Saluran Udara TeganganTinggi(SUIT);dan
b, Saluran UdaraTeganganEkstra Tinggi(SUTET)

(4) SUIT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
SUIT yang melintasi Kecamatan Cepogodan KecamatanMusuk

(3) Jaringantransmisi tenagalistriksebagaimanadimaksud padaayat(2)
jaringantransmisitenagalistrik

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
KawasanTaman NasionalOunungMerapi

(IJ SistemjaringanenergisebagaimanadimaksuddalamPasa!llayat(3)
h~lrufb ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan encrgi dalam jumlah
yang memadai dan menyediakan akses energi bagi Masyarakat di

(2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
pada Kecamatan MuntiJandi KabupatenMageJang
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(2)Sumber

(CAT)

(IJ Sumberair sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)terdiri atas
air pcrmukaan pada sungai dan air tanah pada cekungan air tanah

tcrdiriatas sumberairdan prasaranasumberdayaair
(2) Sistcmjaringan sumbcr daya air sebagaimanadimaksud pada ayat (I)

KawesanTamanNasionalGunungMerapi

(I) Sistemjaringan sumber daya air sebagaimanadimaksud dalam Pasal
II ayat (3) huruf d ditclapkan unluk mcngembangkan pcngelolaan
sumbcr daya air yang teediri atas konservaai sumber daya air,
pcndayagunaan sumbcrdaya air, dan pcngcndaliandaya ruaak air di

(4) Jaringan satelit di Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi
sebagaimanadimaksud pada ayat (2)huruf b yangmeJiputisatelit dan
transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi
ditctapkan sesuaidenganketentuan peraturanpcrundang-undangan;

(5) Selain jarlngan teresterlal dan satelil ecbagaimena dimaksud pada
ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan
bergerak seluler berupa menara BasedTransceiverSlalion (8TS)
telekomunikasiyang di\etapkan scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

dengunkctenluan pel"aturanperundang-undangan;

(3) Jaringan tcrestcrial di Kawasan Taman Nasional Gunung Mcrapi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilclapkan sesuai

b" jaringansatelit.
a, jeringan terestcrial.dan
terdiriatas

(2) Sistemjaringan tclekcmumkaaisebagaimanadimaksud pada ayat (1)
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(3)Sistem ..

d Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem,
Kccamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngcmplak di
Kabupa\cn Slcman

Karangnongkodi Kabupaten Klaton;dan
Kecamatan Manisrenggo,KecammanKemalang, dan Kccamatan
Kabupaten l3oyolali;

Kecamalan Sawangan, Kecamatan Dukun,
Srumbung, Kccamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan
Mungkid,dan Kecamatan Ngluwar di KabupatenMagclang;

b Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecarnatan Musuk di

wilayah'

(2) Sislem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a
bcrupajaringan irigasiyang melayanidaerah irigas; yang bcrada pada

b_ sistempengendafian banjir
a, sistemjaringan irigasi;dan
ayat(2)tcrdiriatas:

PI Prasarana sumber daya air scbagaimana dimaksud datam Pasa! 21
seser aa

b sumber air berupa air tanah pada CATtcrdiri atas
I CATMagelang-Temanggung;
2 CATxarangaoyar-Boycjalcdan
3 CA'l'Yogyakarta-Sleman

KaliWorn

{21 Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (II rerdiri alas:
sumber air berupa air permukaan pada sungai terdiri alas
I WS Limas Prov;ns; Progc-Opek-Sereng mcliputi Kali Apu,

Kali Trising, Kali Senowo, [<aliDuren, Kali Pabelan, Kali
Lamal, ](aliBlongkeng,I<aliPutih, KaliSatang, KaliKrasak,
KaliBoyong,KaliKuning,I<aliOpak, dan KaliGcndol; dan

2 WSLintas Provinai Bengawan Solomcliputi KaliGandul dan
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eeeer as

(1) Sistcm jaringan pemantauan d•.n h:ringatan Dini aencene Alam
Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e
ditetapkarr untuk mcmantau dan mcnginformasikan sltuasi rawan
BencanaAlamOcologidi KawasanTamanNasionalGunung Merapi

(2) Sistem jaringan pemantauan dan Pcringatan Dini Beneana Alam
Geologisebagaimanadimaksudpadaayat(l) terdiriatas

jaringan pcmantauan BeneanaAlamGeologi;dan
b_ jaringan PcringatanDiniBencanaAlamGeologi

d KaliPabclan;
KaliLamat;

f. KaliBlongkeng;

g KaliPutih;
h KaliBatang;

KaliBcbeng;
J KaliKrasak;
k. KaliBoyong;
1 KaliKuning;

m KaliOpak;
KaliGcndoJ;
l{aliWoro;dan

p KaliGandul.

KaJiScnowo;
b KaJiTrising

KaliApu;

huruf b berupa Bangunan Saboyang bcrada di
(3) Sistem pengendalian banjir scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
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Rencana struktur ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

digambarkan dalam pete dengan skala 1:25.000 sebagaimana ten:antum

dalarn Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presidenini

Pengernbangansistcrnjaringan pernantauan dan Peringatan DiniBeneana

AlamGeologisebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai
denganketentuan pcraturan perundang-undangan.

Pasal27

dimakeud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b berupa praearana dan
sarana PcringalanDiniBeneanaAlarnGeologi

(2) Prasarana dan sarana Peringatan Dini Beneana Alam Geologi

sebagaimanadimaksud pada ayat (I) tcrdir; aias alat komunikasi,alat

tanda bahaya, danfatau prasarana dan Sarana Peringatan Din;

BeneanaAlamGcologilainnya

Alam Geologi sebagaimana(I) Jaringan Peringatan
Pasa126

(I) Jaringan pcmantauan Beneana AlamGeologisebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a berupa prasarana dan sarana

pemantauan aktivitasGunungMerapi

(2) Ja,·inganpcmentauan Bcncana AlamGcologisebagaimana dimaksud

pada ayat (I) dikelola oleh instansi yang menyelcnggarakan

pemantauan akrivhasGunungMerapi
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ZonaLindung3 (ZonaL3)yangmcrupakanKawaaanRawanBcncana
AlamOcologiyangbcradapadasempadansungai,dan

AlamOeologiyangterdampakJangsung;
b ZonaLindung2 (ZonaL2)yangmerupakanKawasanRawanBcncana

beradapadaKawesanRawanBencanaAlamOeologi;
Zona Lindung I (ZonaLI) yangmcrupakanTamanNasionalyang

KawasanLindungscbagaimanadimaksuddalamPasaI29ayat(2)hurufa,

BagianKedua
KawasanLindung

b KawasanBudiOaya
KawasanLindung;dan

rencanaperuntukan:
(2) Rencanapola ruengsebagaimanadimaksudpadaayat(I) terdiri alas

NasionalGunungMcrapi

(I) Rencanapola r-uangKawasanTaman NasionalGunung MeTapi
ditetapkan untuk meningkatkan peTlindungan lingkungan,
mengendaJikanpcmanfaatansumberdayaalamscearaberkelanjutan,
dan meningl<alkankonservasisumber daya air serta mclindungi
Masyarakatdad risiko BencanaAlamGeologidi KawasanTaman

Bagianrceeetc

RENCANAPOLARUANO
KAWASANTAMANNASIONALGUNUNGMERAPI
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melindungi keanekaragaman hayati dan Ekoaistem Gunung

Merapi;

b melindungidan melestarikan floradan fauna yang hampir punah

atau diperkirakanakan punah:

melindungikeseimbangan tata guna air;

d mcningkatkan konservasisumber daya air;

melindungikeseimbanganiklimmakro;

f. mcningkatkankualitaslingkunganhidup; dan

g mclindungikawasan di bawahnya

(2) ZonaLI sebagatmena dimaksud pada ayat (I) bcrupa Taman Nasional

Gunung Merapi yang didalamnya terdapat zona-zona scbagaimana

ditetapkan dalam kClentuan pcraluran perundang-undangan d;

bidangkchutanan.
(3) Zona LI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada sebagian

wilayah:
Kecarnatan Dukun dan Kecamatan Srumbung d; Kabupaten

Magclang;

b Kecamatan Selo, Kccamatan Cepogo,dan Kecamatan Musuk di

Kabupatcn Boyolah;
KecamatanKemalangd; Kabupatcn Klaten;dan

d Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan

Cangkringandi KabupatenSleman

(1) Zona Ll scbagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilctapkan

d. Zona Lindung4 (ZonaL4)yang merupakan Kawasan RawanBcncana

AlamOcalagiyang tcrdapat kantung (enclave) permukiman.
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b. KaliTri~ing:
KaliApu;

(2) Zona L3 scbagaimana dimabud pada ayat (1) bcrupa kawasan yang
berpOlcnsitcrkcnaaliranlahara\aubanjir,sertadapatberpotensi
tcrkenapcrluasanawanpanasdanmalerial panaslainnya

(3) Zona L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melipuli Kawasan
RawanBencanaAlamGeologiyangberada pada sempadan:

iimpasanbanjirlahar
b mengamankan kawasan sekhar scmpadan sungai sebagai area

sumberdQyaair; dan

melindungi sungai dari kcgiatan manusia yang dapat
mcngganggu dan mcrusak kuafitas sungai serta untuk
mengamankan aliran sungai dan meningkatkan konservasi

untuk

Pasal33
(I) Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c ditetapkan

(3) Zona L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan
Rawan Bencana Alam Geologi yang tcrdampak langsung letusan
GunungMerapi, yang berada pada sebagianwilayah

KecamatanKemalangdl KabupatenKlaten;dan
b KecamatanCangkringandi KabupatcnSleman

manusia, permukiman,dan infraatr'uktur,

(2) Zona L2 scbagatrnana dimaksud pada ayat (I) berupa kawasan yang
berpotensi rerkena kembali dampak erupsi Gunung Mcrapi bcrupa
awan panas dan malerial panas lainnya sena bcrdampak bcsar pada

dan infrastt"uktul·

(II Zona L2 scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 30 huruf b ditetapkan
untuk mcmbcrikan perlindungan semaksimal mungkin atas
kemungkinanBcncanaAlamGeologiterhadap manusia, permukiman,
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(3JZana.

b. kawasan yang terdapat kantung (enclaue) permukirnan dengan
konaep kehidupan harmonis bcrdampingandengan Bencana Alam
Gcologi,perumahan dengal1kepadatan sangat rendah, dan tidak
mclakukanpembangunan fisikbaru

kawasan yang berpotcnsi tcrkena kcmbali darnpak erupsi Gunung
Merapi berupa awan panesdan material panas lainnya yang
berdampak kecil pada manusia, permukiman, dan Inrrastruktur:

(2) ZonaL4 sebagairnanadimaksud pada ayat Ll] berupa:
pcmbangunan fisikbaru

(I) Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d ditetapkan
untuk mernberikan perlindungan Kawasan Rawan Bcncana,
mcningkatkan konscrvasi sumber daya air, dan terdapat kantung
(ene/aue) perrnukirnan dcngan konsep kchidupan harmonis
bcrdampingan dcngan Bcncana Alam Geologidan tidak melakukan

p. KaliGandul
!(aliWoro;dan

I<aliSenowo;
d KaliPabelan;
c KaliLarnat;
f KaliBlongkeng:
g KaliPutih;
h. KaliSatang;

KaliSebeng;
J KaliKrasak;
k. KaliSoyong;
I KaliKuning;
m. KaliOpak;

xeu Gendol;
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KawasanSekitarTamanNaaionalOunungMerapi
(2) KawasanBudi Daya sebagaimanadimakeud pada ayat [I) berada di

rakyat
Zona Budi Daya 5 [ZonaB5) yang merupakan kawaaan hutan
DayaTanamanPangan;dan

d Zona Budi Daya 4 (Zona B4) yang merupakan KawaaanBudi
hortikulturadan perkebunan;
ZonaBudiDaya3 (ZonaB3)yangmerupakan kawasan budi daya
permukimanperdesaan;

b Zona Budi Daya 2 (Zona B2) yang merupakan
permukimanperkotaan
Zona Budi Daya 1 [Zona B1) yang merupakan kawasan

(1) KawasanBudi Daya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat [2)

BagianKetiga
KawasanBudiDaya

dan KecamatanNgemplakdi KabupatenSleman
d Kecamatan TUri, Kccamalan Pakem, Kecamatan Cangkringan,

KecamatanKemalangdi KabupatcnKlaten;dan
KabupatenBoyolali;

b. KecamatanSelo, KecamatanCepogo.dan KecamalanMusuk di
Srumbungdi KabupatenMagelang;
Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, dan Kecamatan

perm'ukimanyang berada pada sebagianwilayah

(3) Zona L4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mdiputi Kawasan
Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapal kantung (enclaue)
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yang

(I) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (II huruf b
ditetapkan untuk rnengembangkan kegiatan permukirnan perdesaan

d Kccamatan Tempel, Kccamatan Turi, Kecamatan Pakem,
Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di
Kabupaten Sleman

Karangnongkodi KabupatcnK!aten;dan
Kccamatan Manisrenggo,I,ccamatan Kcmalang.dan Kccamatan
KabupatcnBoyoJaJi;

b. Kecamatan Sclo, KccarnatanCcpogo.dan Kccamatan Musuk di
dan KecamatanMungkiddi KabupatenMagelang;

a Kecamatan Sawangan, Kecamatan MuntiJan, Kecamatan Salam,
wilayah

(3) ZonaBJ sebagaimana dimakaud pada ayat (2)tcrdiri alas:
kawasanperurnahandcngun kepadatan sedang;

b kawasan pcmerintahan kabupatcn atau kecamatan;
kawasanperdagangandanjasaskalakecilataumenengah;dan

d kawasan pelayanan sosialdan pelayanan urnurn
(4) Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada sebagian

saranasedang

a. kawasan yangmemilikidaya dukung lingkungan sedang; dan
b. kawasan yang mcmiliki intensitas peJayanan prasarana dan

berupa·
(2) Zona BJ sebagairnana dirnaksud pada ayat (I! memiliki karakteristik

Merapidan berbasisMitigasi Bencana

-34-
Pasal36

(1) Zona Bl sebagaimana dirnak»ud dalam Pa>:<aJ35 ayat (1) huruf a
ditetapkan untuk mengembangkan kcgialan perrnukiman pcrkotaan
yang mendukung fungsi !indung Kawasan Taman Nasiona! Gunung
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kawasan yangmemilikidayadukung lingkunganrendah;
berupa:

(I) Zona 83 sebagaimana dimaksud ctalam Pasal 35 ayat (1) huruf c
ditetapkan unluk mengembangkanpotensi budi daya hortikultura dan
perkebunan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman
NasionalGunungMerapidan berbasisMitigasiBcncana

(2) Zona B3 sebagaimanadimaksud pada ayat (1)mcmilikikarakteristik

d Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem,
Kecamman Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di
KabupatenSleman

KarangnongkoctiKabupatenKlaten:dan
KecamatanManisrenggo,KecamatanKemaJang,dan Kecamatan
KabupatenBoyolali:

Kecamalan Sawangan, Kecamatan Dukun,
Srumbung, KecamatanMuntilan,KecamatanSalam, [(ecamatan
Mungkid,dan KecarnatanNgluwardi [(abupatenMagelang;

b. [(ecamatan Selo, Kc~amawnCepogo,dan KecamatanMusuk di

wilayah
(4) Zona 82 sebagaimanadimaksud pada ayat (3)berada pada sebagian

b_ kawasan budi daya pertanian.

(3) ZonaB2sebagaimanadimaksudpadaayat(2)terdiriatas
a, kawasan perumahan kcpadatan rendah dan sedang;dan

saranarendahdansedang

a. kawasanyangmemilikidayadukung lingkunganrendah; dan
b. kawaaan yang memihki intensitas pclayanan prasarana dan

berupa
(2] Zona B2 sebagaimanadimaksud pada ayat (1)memilikikarakteristik

Merapidan berbasisMitigasi8cncana
yang mcndukung fungsi lindung KawasanTaman NastcnalGunung
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(2)Zona

III Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasat 35 ayat (1) huruf d

ditelapkan untuk mcngembangkan poicnsi budi daya wnaman

pangan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional

Gunung Mcrapi dan berbasis Mitigas; Bencana, serta mewujudkan

keberlanjutan lahan tanaman pangan termasuk lahan pertanian

pangan bet·kc1anjutan

b. kedalamanefektiflapisantanahatas>30cm;dan

memilikikondisi, potensi sumber daya alam, serta prasarana dan

sar'ana untuk pengembangan budi daya hortikultura

perkebunan

(3) Zona 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)terdiriatas:
a. kaw"san budidaya horlikulluradan perkebunan;dan

b. kawasan perumahan perdesaan kepadatan rendah

(4) Zona 83 sebagaimana dimaksud ayat (3) berada pada sebagian

wilayah
Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun,

Srumbung, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kccamatan

Mungkid,dan KecamatanNgluwardi Kabupatcn Magelang;

b Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk di

ICabupatenBoyoluli;

Kecama\an Manisrenggo,Kecamalan Kemalang, dan Kecamatan
Karangnongkodi Kabupaten Klaten;dan

d. Kecamatan Tempel. Kecamatan Turi, Kccamatan Pakem,
Kecamatan Cangkringan, dan Kccamatao Ngemplak di

KabupatenSlcman.

-36-
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(2)Zona ..

(1) Zona 65 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (II huruf e
ditetapkan untuk mengembangkan potcnsi hutan rakyat yang
mendukung Iungsi lindung KawasanTaman NasionalGunung Merapi
dan berbasis MitigasiScncana

d ICecamatan Tempel, Kecamatan TUri, Kecamatan Pakem,
Kecamatan Cangkringan, dan Keeamatan Ngemplak di
KabupatenSleman.

I{arangnongkodiICabupatenKlalen,dan
Kecamatan Manisrenggo,Kecamatan Kemalang,dan Kecamatan
KabupatenBoyolali;

Kecamatan Sawangan, Kccamatan Dukun,
Srumbung, KeeamatanMuntilan, K..camatan Salam, Keeamatan
Mungkid,dan KccamatanNgluwardi KabupatcnMagelang;

b Kccamatan sc!o. KecamacanCepogo,dan Kecamatan Musuk di

wilayah
(4) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3] berada pada sebagian

memilikikondisi, potensi sumber daya alam, sene prasarana dan
sarana untuk pengembanganbudi daya tanaman pangan.

(3J Zona 84 sebagaimana dimaksud pada ayat (2Jterdiri a13s:
a. KawasanBud;DayaTanaman Pangan; dan
b. kawasan perumahan perdesaan kepada13nrendah

d. tcrsediajaringanirigasi;dan

b. curah hujan minimal 1.500mm/tahun;
kedalamanefekliflapisantanah alas> 30cm;

kawasanyang memilikidaya dukung lingkungan rendaM;
berupa:

(2] Zona B4 sebagaimana dimakaud pada ayat (1)memiliki karakteristik
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Rencana pola ruang Kawasan Taman Nasional Ounung Marapi

digambarkan dalam peta dengan skala 1:25.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampi,.an II yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari

Pcraturan Presidenini

Pasal4l

[2) Zona BS sebagaimana dimaksud pada nyat (I) memilikikaraktcriatik

berupa:
kawaaanyang mcmilikidaya dukung lingkunganrendah;

b. mcmilikikcscsuaianlahanscbagaipertaniantanamankcras;dan

mcmilikikondisi,polensisumberdayaalam,scrlaprasaranadan

sarana untuk pcngcmbanganhutan rakyat

(3) Zona65 sebagaimanadimaksud pada ayat (2)le,.diriatas

a. hulon rakyat; dan
b. kawasan perumohan perdcsaan kepadatan ,.endah

(4) Zona 65 scbagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pacta sebagian

wilayah:
Kccamalan Sawangan, Kecamatan Dukun,

Srumbung, KecamatanMuntilan, KccamatanSalam, Kecamatan
Mungkid,dan l,ccamatan Ngluwardi KabupatcnMagelang;

b KecamatanScl0, KccamatanCepogo,dan Kecamatan Musuk di

KabupatenBoyolali;

Kecamatan Manisrenggo,Kecamatan "omalang, dan Kecamatan

KarangnongkodiKabupatcnKlaten;dan

d Kecamatan Tempel, Kccamatan Turi, Kecamatan Pakem,
Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Ngemplak di

KabupatenSleman.

PRESIDEN
REPU61._IKINDONESIA



(6)Waktu .

a. programutama perwujudanstrukt.urrmlllg; dan
b. programutamapcrwujudanpolaruang

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/at.au sumber lain yang sah

sesuai denganketentuan peraturan pcrundang-undangan

(5) lnstansi pelakaana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
terdirt alas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerinlah kabupaten

dan/ataumasyarakat

indikasiprogramutama;

b indikasisumberpcndanaan;

indikasiinstansi pe1aksana;dan

d. indikasiwaktu pelaksanaan

(3) Programutama sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi·

(1) Arahanpemanfaatan ruang KawasanTamanNaaionalGunungMerapi

merupakan aeuan dalammewujudkanst.ruktur ruarig dan pola ruang

sesuai dengan RencanaTata RuangKawasanTamanNasionalGunung
Merapi

(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

BagianKesatu

ARAHAN PEMANPAATAN RUANG

KAWASAN TAMAN NASJONAL GUNUNG MERAPJ

- 39-
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c.Pcngembangan

Indikasi program utama perwujudan sU·uklur ruang Kawasan Taman

NasionalGunung MeTapisebagaimanadimaksud Pasal42 ayat (31huruf a

diprioritaskanpada:

Pengcmbangan, peningkalan kualitas, danfatau pemanlapan

prasaranadan saraml TES;

b Pcngembangan, pcningkatan kuafitaa, danyatau pemantapan

prasaranadan saranaTEA;

BagianKedua

lndikasi ProgramUtamaPerwujudanStruktur Ruang

Lampiran III yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraluran Presidenini

tcrdirt alas" (lima)tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana,

baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas

pembangunan pada KawasanTaman NasionalGunung Merapi,yang

meliputi·

tahappertamapadaperiodetahun2014;

b tahapkeduapada periodetahun 2015-20\9;

tahapketigapadaperiodetahun2020-2024;

d. tahap keempat pada pcriodetahun 2025-2029;dan

lahapkelimapadaperiodelahun2030-2033

(7) Rincianindikasi programutama, indikasi sumber pcndanaan, indikasi

instansi pelaksana, dan indikasiwaklu pclaksanaan tercantum dalam

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
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Bagian

q Pcngembangan, pcningkalan kualitas, dan/atau pcmantapan

prasarana dan saranapemantauan bcncana: dan

Pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau pemantapan

prasaranadan saranapcringatandini bencana

pcmamapanBangunan Sabo;

Peningkatankualitasdan/ataupemantapanjaringan teresterial;

k Pemantapanjaringan satelit;

Pemantapanjaringan bergerakselulcr berupa menara 8TS;

m Konscrvaai, pcngembanga», penlngkatan kuulitas, danyatau

pemantapansumberairpermukaan;

Konservasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau

pemanlapansumberairtanah;

Rchabilitaai, pengembangan, pcningkatan k'ualitas, dan/atau

pcmantapansistemjaringanirigasi;

p Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan kualitas, dan/atau

h Peningkatankualnas dan/atau pemantapan SUIT;

Pcningkalankualitas dan/atau pemantapan SUTET;

f Pengembangandan/alau pemantapanjaringan jalan bebas hambatan;

g. Peningkatankualitas dan/atau pemamapan terminal penumpang;

jalankolektor;

d Periingkatankualilasdan/ataupemanlapanjaringanjalan arlen;

Pengembangan,pcningkalankualitas,dan/ataupemanlapanjaringan

prasaranadan saranaJalur Evakuasi;

Pengembangan, peningkatan kualnas, dan/atau pemantapan
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g Rehabilitasi, pengembangan, peningkalan, pemantapan, dan/atau
pengendalianfungsi kawasanbudidaya hort.ikulcuraclanperkcbunan:

h Rehabilitasi, pengcmbangan, peningkatan, pemantapan danyatau

pengendalianfungsi kawasanbudidaya tanaman pangan;dan

dan!utau

pengcndalian kawasan pcrmukiman perkotaan scrta penyusunan

RcncanaDetailTata RuangDaerah;

f Rchabilitasi, pcningkatan kuaJitas,

pengcndahankawasanpermukimanperdcsaan;

Rchabilil,,~i, p~rtingkatan kuaJitas, pcmantapan dan/atau

b Rehabilitasi, pengcmbangan, peningkatan, pemantapan, dan/atau

pengcndalian fungsi lindung KawasanRuwanBencana AlamGcologi

yangtcrdampaklangsungbcrtapcnycsuaian pcmanfaatanruangZona

L2daripermukiman;

Rehabiliulsi, pcngcmbangan, peningkatan, pemantapan danratau
pengcndalian fungsi lindung serta pclcstarian lingkungan Kawasan

RawanBencanaAlamGeologiyangberada p."ldasempadan sungai;

d Rehabilitasi, pcngcndalian, pcningkatan, pcmantapan danjatau
pengendaJian fUngsi lindung scrta pelcstartan lingkungan Kawasan

Rawan Beneana Alam Geologi yang terdapat kantung (enclave)
permukiman;

tamannaHional;
Rchabilitasi, revilalisasi, pcmantapan dan/atau pcngondalian fungsi

diprioritaskanpada:

lndikasi programutama pcrwujuda" pola ruang KawaaanTamanNasional
Gunung Merapi sebagatmana dimaksud Paaal 42 ayat (31 huruf b

BagianKetiga
Indikasi ProgramUtamaPerwujudanPolal<uang
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(2)Mahan

Pasal46
(I) Arahan peraturan zonas! KawasanTaman Nasional Gunung Merapi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4S ayat (2) huruf a digunakan
sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun
ketentuan umum peraturan zonas!dan peraturan zonaei.

BagianKedu..
Arahan PeraturanZonasi

d arahansanksi
arahan pemberianinsentifdan disinsentif;dan

b arahan pcrizinan;
erahan peraturanzonasi;

padaayat(l)terdiriams:

II) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KawaaanTaman Nasional
Ounung Merapimerupakan ecuan dalam pelakaanaan pengendaJian
pemanfaatan ruang KawasanTamanNasionalOunungMerapi.

(2) Arahan pengcndalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

BagianKesatu

ARAHANPENGENDALlANPEMANF'AATANRUANO
KAWASANTAMANNASIONALOUNUNGMERAPI

Rehabilitasi, pengembangan, peningkatan, pemantapan, danj atau
pengendalianfungsikawaaanhulan rakyat.

-43-

PRESIOEN
REPUI;IlIKINDONESIA



12)Arahan

II) Arahan peraturan zonasi untuk sistem evakuast bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi·

arahanpcraturanzonasiTE:S;

b. arahan peraturan zonasi TEA;dan
arahan peraruren zonasi Jalur Evakuasi

Pasa148

Arahan pcmturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 eyat (2)huruf a meliputi

arahan pcraturan zonasi untuk sistem evakuasi bencana;

b arahanpcraluranzonasiuntuksistcmjaringantransportasi;

arahan pcraluranzonasiuntuksistemjal'ingan energj:
d araharr peraturan zonasi untuk sistcmjaringan telekomunikasi;

arahan peraluran zonasi untuk sistem jaringan sumber daya lliT,dan
f arahan peraturan zonas; untuk sistcm jaringan peman!auan dan

Peringatan OiniBencanaAlamGeologi

Pasal47

(2J pereturan zonasi sebagaimana dimaksud pada nyat (lJ

meliputi:

a. arahan pcraluranzonasi untuk srruktur ruang: dan

b. arahanpcraturanzonasiunlukpolaruang

(3) Muatan arahan pcraturan zonasi unruk struktur ruang dan pola

ruangmcliputi

jenis kcgiatan yangdiperbolehkan, diperbolehkan dcngan syarat,

dan kegiatanyang tidakdipcrbolchkan,

b intensitaspcmanfaatanruang,

prasarana dan sarana minimum;dan/atau

d ketcrnuanlainyangdibutuhkan
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c.kegiatan ..

b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak
mengganggukelancaran Evakuaaibencana sene fungsiTEA;

alaulapanganolahragaalautaman:

kcgiatanyang diperbolehkanmeliputikegiatanEvakuasibencana
dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang yang
digunakan sebagai TEAmeliputi penemuan atau acara warga
pada balai desa dan olahraga atau rekreasi pada ruang terbuka

hurufbmcliputi

:2 alat penerangan:
3 alatkomunikasi;dan
4. cambuEvakuasi.

(31 Arahan peraturan acnasi TEAsebagaimana dimaksud pada ayat (II

tempat berkumpulsemenlara Pengungsi

kegiatanyangdiperbolehkanmeliputikegiatan Evakuasibencana
dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan fungsi ruang terbuka
danfatau ruang yangdigunakansebagaiTESmeEputipertemuan
atau aeara warga pada balai desa dan olahraga atau rekreasi
pada ruang tcrbuka ataulapangan olahragaatau taman.

b kegiatan yang diperbolchkan dengan syarat meliputi kegiatan
selain scbagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak
mcngganggukelancaran Evakuasibencana serta fungalTES;
kegiatan yang tidak diperbolchkan meliputi kegiaran yang
mcngganggu kclancarari Evakuasi bcncana serla rungsi TES
antara lain menghalangiakses TES, mengurangi luasan ruang
TES,dan merusak prasarana dan sarana TES;dan

d. penyediaanprasarana dan sarana minimummeliputi:
1. ruangterbukadanfatau ruangyangdapat berfungsisebaga;

hurufa terdiriatas
{21 Arahan peraturan zonas! TES sebagaimana dimaksud pada ayat (11
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PasaJ49

d penycdiaanprasarana dan sarana minimummcliputi
I pcncranganjalan;
2 markajalan;dan
3 ,-ambuEvakuasi

kcgiatan yang tidak diperboJehkan mcliputi kegiatan yang
mengganggukclanearan Evakuasi bcncana serta fungsi Jalur
Evakuasi antara lain menghalangi/mcnutup JaJur Evaktrast,

parkir di badan jalan, dan mcmsak marka jalan dan rambu-

Evakuasi;

b kegiatan yang dipcrbolehkan dengan syarat melipu\i kegiatan
sclain sebagairnana dimaksud pada huruf a, yang tidak
rnengganggukclancaran e;vakuasi bcncana scrta fungsi JaJur

pcraturan pcrundans·undangan;

kcgiatanyang diperbolehkanmeliputikegiatanEvakuas!bcncana
dan pctn<mfaatanruang milikjaJan, ruangmanfaatjalan, dan
ruang pcngawasanjalan yang Besua; dengan kctentuan

ayat(l) hurufc meliputi
(4) ArahanpcralUranzonasi,JalurEvakuasi scbagaimanadimaksudpada

3, prasaranadan Saranakomunikasi;dan
kakus:

2, air bcrsih, lislrik, ruang hunian alau ruang tiduT, ruang
media, dapu,- umum, ,-uanglogislik,dan Tuangmandi cud

I, ruangtcrbuka;

kegia(an yang tidak dipcrbolehkan meJiputi kegiatan yang
mengganggu kclancaran Evakuaai beneana serta fungsi TEA
antara lain mcnghaiangiaksca TEA,mengurangi luasan ruang
TEA, dan mcrusak prasarana dan sarana TEA;

d penyediaanprasarana dan sarana minimummcliputi
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f.pengembangan

d pemanfaatan ruang pengawasanjalan dengan KoefisienOaerah
Hijau(KOHlsekurang-kurangnya30 (tigapu!uhl persen;
pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang
terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki
pcngamananfungsijalan;

keselamatanpenggunajalan;

kegiatan yang diperbolchkanmehputi pemanfaatan ruang milik
jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang
sesuecdenganketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang dipcrbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi kegiatan
pcmbangunan utilitas kota termasuk kcJengkapanjalan (street
fitmiture), penanarnan pohon, papan reklame,dan pembangunan
fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu
kelancaran Ialu hruas dan kcselamatanpenggunajalan;
kegiatan yang tidak dipCI'bolchkanmeliputi pcmanfaalan ruang
milikjalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasanjalan
yang mengakibatkan terganggunya kclancaran lalu lintaa dan

pada ayat (I) hurufameliputi

(2) Arabanperaturanzonasi umuk kawasandi sepanjangsisijalan arteri,
jalan koleklor, dan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud

jalan berupa terminal
b. arahan pcraturan zonasi sistemjanngan lalu ]intas dan angkutan

hambatan;dan

arahan peraturan zonasi sislemjaringan transportasi daratyang
terdiri atas arahan pcraturan zonas;untuk kawaaandi sepanjang
sisi jalan jaringan jalan arten, jalan kolektor, dan jalan bcbas

sebagaimanadimaksuddalam Pasal47 huruf b mcliputi
sistem jaringan lransportasi(1) Arahan peraturan

Pasa149
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b.kegiatan

(I) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana
dimaksud daJam Pasal 47 huruf e mcliputiarahan Peraturan Zonasi

untuksistemjaringantransmisitenagalislrik.

(2] Arahan peralUran zonas! untuk sistem jaringan transmisi tenaga

listrik sebagaimanadimaksudpada ayat (I) meliputi

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan
prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan

prasaranapenunjangtransmisi tcnaga listrik;

Pasal50

meliputi

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional,

penunjangoperasional,dan pengembanganterminal;

b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

mengganggu keamanan dan kcselamatan lalu lintas dan

angkutanjalan serta fungsiterminal;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan
angkutanjalan sertafungsi kawasandi sekitar terminal;dan

d pcmanfaatan mang terminal dengan KoefisienDaorah Hijau

(KDH)sekurang-kurangnya30 (ligapuluh) person

mempertimbangkang. pengembangan jalan dengan

terakomodasinyaJalur Evakuasl

(3) Arahan peratw·an zonasi sistem ja,·ingan lalu lintas dan angkutan

jalan berupa terminal sebagaimanadimak;;udpada ayat (I) huruf b

f pengembanganjalan dilakukan dengan menerapkan tcknologi

yangmemperhatikankerawananBencanaAlamGeologi;dan
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kegiatan yang diperbolehkan mcliputi kegiatan pembangunan
praaarana sumber air dan prasarana penunjang sumber air,

padaayat(l)terdiriatas:
(2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air scbagaimana dimaksud

untukprasaranasumberdayaair

(I) Arahan peraturan zonasi untuk sistcm jaringan sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e mcliputi arahan
peraturan zonasi untuk sumber air dan arahan peraturan zonasi

mengganggufungsisisternjaringan tclekomunikasi.
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang
telekomunikasi;dan

kegtatan yang diperbolehkan mcliputi kegiatan operasional dan
penunjangoperasionalsistemjaringan telekomunikasi;

b kegiatan yang diperbolehkandengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimanadimaksud pada huruf a yang aman bagi sistemjaringan
tclekomunlkasi dan tidak mcngganggu fungsi sist!:m jaringan

sebagaimanadimaksuddalam Pasal47 huruf d meliputi:
pcraturan zonas; untuk sistem jaringan telekcmurukaai

b kegiatan yang dlperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi
penghijauan, pertanian, perparkiran, pcmakaman dan kegiatan
lain yang tidak menimbu!kan bahaya kebakaran, scrta tidak
mengganggufung~isistemjaringan lransmisi tenaga listrik;dan
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang
menimbulkan bahaya kebakaran, serta mengganggu fungsi
sistemjaringantransmisitenagalistrik
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c.kegiatan

b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan
setain sebagaimana dimaksud pada humf a yang tidak
menggangguIungsisistempengendalianbanjir;

pengamananlimpasanbanjirlahar;

kegialan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan
prasarana dan sa-ana sistem pcngendalian banjir, pcngamanan
aliran sungai, pembangunan struktur alami dan struktur buatan
yang dapat mengurangi dampak bencana banjir, dan

kcgiatanyang tidak diperbolehkanme!iputikegiatanpengambilan
air tanah dan kegiatan yang mengganggukeberlanjutan fungs;
jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limhah
dansampah,scrtamcngakibatkankerusakanjaringanirigasi

(4) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air bempa
sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

menggangguIungstjaringan irigasi;

b kegtatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiaran
selain scbagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak

danpcmcliharaanjaringanirigasi;
kegiatan yang diperbolchkan meliputi kegiatan pembangunan

kegiatan yang tidak diperbolchkan meliput; kegiatan yang
menggangguIungsisungai dan CATsebagaisumber air.

(3) Arahan peraturan zonas! untuk praserana sumber daya air berupa
sistern jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri

fungsisungai dan CATsebagaisumber air; dan

kegiatan penanaman vegetasi yang dapal mengurangi
pencemaran sungai, dan kegiatanpengamanansungai dan CAT;

b kegiatan yang diperbo!ehkan dcngan syarat meliputi kcgiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu
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(2JArahan

arahan peraturan zonasi untuk KawasanLindung;dan
b arahan peraturan zonasi untuk KawasanBudi Daya

dalam Pasal 46 ayat (2Jhumf b melipuli:
(IJ Arahan pc!"aturanzonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kcgiatan yang
menghalangi akses pemantauan dan komunikasi, merusak jaringan
pemantauan dan jaringan PeringatanDin;BencanaAlamGeologiserta
kegiatan lain yang mengganggu fungs; jaringan pemantauan dan
jaringan PeringatanDin;BencanaAlamGeologi

Geologi;dan

b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada humf a yang tidak men~anggu fungsi
jaringan pemantauan dan jaringan Peringatan Din; Bencana Alam

BencanaAlamGeologi;

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan
peningkatan kualitas praaarana dan sarana serta prasarana dan
sarana penunjang jaringan pemantauan dan jaringan PeringatanDini

scbagaimanadimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi"

p<:raturan zonaai untuk sistem jaringan pemantauan dan
Peringatan Dini Bencana Alam Geologi yang terrliri etas jaringan
pemantauan beneana dan jaringan PeringatanDiniBencana AlamGeologi

kegiatan yang tidak dip<:rbolchkan meliputi kcgiatan dan
pendirian bangunan yang mengganggu Iungai sistem
pengendalian banjir, struktur alami dan struktur buatan yang
dapat mengurangidampak bencena banjir serta keglaten lainnya
yang mengganggusistempeng~ndalianbanjir
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b. kcgiatan

Arahan peraturan zonasi Zona L2scbagaimanadimaksud dalam Pasal 54

ayat(2) hurufbterdiriatas

kegiatanyangdiperbolehkanmcliputi·

I. kegiatanyangmenunjangfungs;lindungZonaL2;

2. kegiatan pemelihaman, pelestarian, dan perlindungan kawasan

resapanair;

3. kegiatanEvakuasibencana;dan

4 kegiatanpemantauan dan PcringatanDiniBencanaAlamGcologi;

Arahan peraturan zonasi untuk Zona LI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 ayat (2) huruf a diatur sesuet dcngan ketentuan peraturan

pcrundang-undangandi bidangkchutanan.

Pasal55

arahanpcraturanzonasi untukZonaBl;

b arahan peraturan zonasiuntuk ZonaB2;

arahan peraturan zonasiuntuk ZonaB3;

d arahan peraturan zonasi untukZona B4;dan

arahanperaturan zonasiuntukZonuBS

(2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana

dimaksudpadaayat(1) hurufa tcrdiriatas

erenen peraturanzonasi untuk ZonaLl;

b arahan peraturan zonasiuntuk ZonaL2;

araban peraturan zonas!untuk ZonaL3;dan

d. arahan peraturan zonas;untuk ZonaL4

(3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Bud; Oaya sebagaimana

dimaksud padaayat(l) hurufbterdiriatas·
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2kegia\an

I. kegiaranpembangunan prasarana dan sarana sumber daya air,
pengamanan euran sungai, dan pengamanan limpssan bsnjir
Isharsensbsngunanpcngambilsndanpembuanganair;

kcgialanyangdiperoolehkan meliputi:
ayal(2l hurufc terdiriatas:
Arahan peraturan zonasi Zona L3 scbagaimanadimaksud dslam Pasal54

Pasal57

7. kegiatan yang menggangguprasarana dan sarana pemantauan
dan PeringatanDiniBcncana AlsrnGcologi;danyatau

8 kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kcgiatan lain
yangmcnimbulkanpolusitanahdansungai;

6. kegiatanyangmenggangguJalur Evakuasi;
S. kegiatanpermukiman;

Lindung;

2 kegiatan pcnelitian dan pcngembangan ilmu pengctahuan,
kegiatan pcndidikan, wisata alam, dan wisata minat khusus
dengan tidak mengubah bcnlang alam, tidak mengganggu
Ekosistemalami, dan/atau lidak mengganggufungsi rcsapan air,
dcnganmemperhatikanPcrlngatan DiniBencana AlamGeclcgi;

kcgiatan yang tidsk diperbolehkan mcliputi
I kegiatanyangmengubahbcntangalam;
2 kegiatanyangmenggangguEkosistcmalami;
3. kegiatanyangmengurangidays serap tanah terhadap air;
4. kegiatan yang menggangguIungsi resapan air sebagai Kawasan

Geologi;dan

b. kcgiatanyangdiperbolchkandcngansyaratmeliputi
I kegiatan budi daya hutan dan budi daya per-tamandengan tidak

mengubah bentang alam dan/atau tidak menggangguEkosistem
alami, denganmempcrhatikan Pcringatan Dini Bencana Alam
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2.kcgiulan

kawasanperlindungan sctcmpat:
I kegiatan yang mcngganggufungsi sempadan sungai scbagai

6 kegiatan penelitian dan pengembangan iJrnu pengetahuan,
kegiatan pendidikan, dan wisata alam sungai dengan tidak
mengganggu fungsi dan kualitas sungai, sene mematuhi
PeringatanDiniBeneanaAlamGeologi;

c kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeiiputi:

danjatau

5 kcgiatan Peringatan Dini Bcncana Alam Gcologi, dan
pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan
telekomunikasi,scrtajaringan pipaair minurndan pembangunan
jcrnbatan dengan mempcrhatikan ancaman banjir lahar;

rnengurangikekuatan Slrukturtanah;
4 kcgiatan budi daya pertanian dengan jcnis tanarnan yang tidak

BcncanaAlamGeologi;

2. kcgiatan pengelolaandan pcmanfaatan surnber daya air sungai
dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai serta
memperhatikanPeringalllnDiniBcncanaAlarnGeologi;

3. kegiatanpcnambanganpasirdan batudengan tidakmengganggu
fungsi kawasan dan kualitas lingkungan,tidak merusak Fungsi
dan kualitas sungai, tidak menggangguprasarana sumber daya
air, jalan, dan jembatan, serta mematuhi Peringatan Oini

BeneanaAlamGeologi;

I kegiatan Evakuasi beneana dengan rnernperhatikan aneaman
banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi Peringatan Dini

b kegiatanyangdiperbolchkandcngansyaratrneJiputi
fungsiIindungZonaL3;

3 kegiatan pembangunanRTHdan kegiatan lain yang mcnunjang

2 kcgiatanpcmantauan dan PeringatanDiniBeneanaAlamGeologi;
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3.kegiatan

2 kegiatan budi daya hutan dan budi daya pertanian dengan tidak
mengubah bentang alam, tidak menggangguEkosistemalami,
dan/atau tidak mengganggu fungsi rosapan air, dengan
memperhatikanPeringatanDiniBancanaA1amOeologi;danjatau

BencanaAlamOeologi,

1. kegiatan permukimanyang hanya diizinkanbagi pcnduduk asli
berupa kantung (endave)permukimandengankonsepkehidupan
harmonis berdampingandengan BencanaAlamOeologi,dcngan
luasantetap. perumahandengankcpadatan sangatrendah, tidak
melakukan pembangunan fisik baru, tidak mcngurangi fungsi
lindungkawasandengan pengendalianpcmanfaatanruang yang
ketat oleh PcmerintahDaerah, dan mematuhi PeringatanDini

b kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi
4 kegiatanpemantauandan PeringatanDiniBencanaAlamOeologi;
3 kcgiatanEvakuasibencana;dan

1. kegiatanyangmenunjangfungsilindungZonaL4;
2 kegiatan pemeliharaan,pelestarian, dan perlindungan kawasan

kegiatan yang diperbolehkan meJiputi'

ayat(2) hurufd terdiriatas

Arahan peraturan zonasi Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

yang menimbulkan polusi tanah dan sungaf

5. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain

danjatau

4 kegiatan meridirtkan bangunan danjatau sarana permukiman;

dan Peringatan Dini Bencana Alam Oeologi;

3 kegiatan yang mcngganggu prasarana dan sarana pemantauan

2 kcgiatan yang rnengganggu Jalur Evakuasi;



8.kcgialun.

7. kegiatanEvakuasibencana;dan
resapan arr:

6 kegialan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan
sosial budaya;

4. kegiatanperdagangandanjasaskalakec;latau menengah;
5 kegiatan pelestarian kekayaan budaya bangsa baik yang

berwujud sepert; benda dan/alau situs eagar budaya maupun
tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai warisan

danrekreasi;

2 kegiatanpcmcrintahankabupalenalaukecamatan;
3 kegiatan sosial budaya, seperli pcndidikan, kesehatan, ibadah,

I kegiatanhuman:
kegiatanyangdiperbolehkanmelipUli

ayat(31hurufa terdiriatas·
Arahan peraturan ZOnas;ZonaBI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 54

3 kegiatanyangmengganggujalur Evakuas;berrcana:
4. kcgiatan yang rnenggangguprasarana dan sarana pemarnauan

dan PeringatanDiniBencanaAlamGeologi;dan/ atau
5 kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain

yangmenimbulkanpolusitanahdansungai;

KawaaanLindung;

2 kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air
dan/atau kegiatan yang mengganggufungs; resapan air sebagai

bangunan yangada;
I kegiatan mendirikan bangunan baru danyatau menambah lues
kcgiatanyangt;dakdipcrbolchkan meliput;:

3 kegiatan budi daya bcrupa pcnelitian dan pengembanganilmu
pengetahuan, kegiatanpcndidikan,serta wiaataalamdan buduya
dcngan mematuhiPeringatan Din;BencanaAlamGeologi;
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2.pcnyediaan

r. penyediaanprasa.ranadan saranaminimummeliputi·

1. penyediaanprasarana dan sarana pejalankaki,angkutan umum,
dankegiatan scktorinformal;

kawasan;
penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) per~en dari luas

bcrbasismitigasibencana
3 penerapan ketentuan tara bangunan dan lingkungan yang

dcnganketentuan perundang-undangan;dan

2 perkembangan pcrmukiman perkotaan tetap dibataai dengan
ketentuan KDB,KLB,KDH,dan GSB tcrhadap jalan sesuai

sedang.
I pengembangan permukiman dcngan rasio Jahan terbangun

d penerapanintcnaitaspemanfaatanruang meliputi
dan/atauyangmencemarilingkungan;

4. kegiatan industri skala oeeer den/atau intensitas tinggi
dayadukungkawasan;dan/atau

3 kegiatan perdagangandan jasa skala besar danyatau melebihi
DiniBencanaAlamGcologi;

I kegiatanyangmengganggu"rES,TEA,dan Jalu!"Evakuaai;
2 kegiatan yang mengganggufungsi pemantauan dan Peringatan

kcgiatanyangtidakdiperbolehkanmuliputi:
mcngganggufungsiresapanair;

1. kegiatan industri skala kecil dan menengah dan/atau industr!
rumah tangga dcngan syaml tidak mencemari lingkungan
dan/atau mengganggufungsircsapanairscnadilengkapidengan
prasarana persampahansertapengolahan limbah;dan/atau

2 kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang
alam, tidak mengganggu Ekoeistcm alami, dan/atau

b. kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi
8 kegiatanpcmantauandan PcringatanDiniBeneanaAlamOcologi
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b.kegiatan ..

7 kegialanEvakuasibencana;dan

8 kegialanpemantauandan PeringatanDiniBencanaAlamGeologi;

Arahanperaturan zonaaiZona82 sebagaimanadimaksuddalam Pasal 54

ayat(3)hurufb tcrdiriatas:
kcgiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1. kegiatanhunian;

2 kegiatanpcmerintahankabupatenatau kccamatan;

3 kcgiatan sos.ialbudaya, seperti pendidikan,kesehatan, ibadah,

dan wisata alam:

4 kegialan perdagangan dan jasa dcngan skala

menengah;
5 kegiatan pelcstarian kekayaan budaya bangsa baik yang

berwujud seperti benda dan/atau situs eagar budaya maupun

tidak berwujud seperti kearifan lokal dan nilai-nilai wansan

sosialbudaya;

6 kegiatan pcmeliharaan,pelestarian,dan perlindungankawasan

2 penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di

setiapkawaaanyangrawangenanganair dan rawanbanjir;

3 pcnycdiaan tcmpat parkir, prasarana persampahan, dan

prasarana pengolahan limbah untuk kegiatan umum seperti

perdagangan dan jasa, pcmerintahari, keschatan, dan

pendidikan;dan

JaJur Evakuasi yang dilengkapi rambu-rambu
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Lpcnyediaan

kawasan;
penyediaan RTHpaling sedikit 30 (tiga puluh) pcraen dar! luas

berbasismitigasibencana

2 perkembangan permukiman perkotaan tetap dibatasr dengan
ketcrrtuan KDB,KLB,KDH,dan GSB lerhadar jalan sesuai
denganketentuan peratul'anpel'undang-undangan;dan

3 penerapan ketcntuan tala bangunan dan lingkungan yang

..endah;
1 pengembangan permukiman dengan rasio lahan terbangun

d. penerapaninlensilas pemanfaalanwang meliputi
danJatau yangmcnccmarilingkungan;

4 kegiatan industr; skala bcsar danjalau intensitas tinggi
dayadukungkawasan; danjatau

3 kegiatan perdagangandan jasa skala besar danjatau melebihi
DiniBeneanaAlamGeologi;

I kegiatanyangmenggangguTES.TEA.dan Jalur Evakuasi;
2 kegiatan yang mengganggufungsi pemantauan dan Peringatan

kegi"tanyangtidakdiperbolehkanmeliputi'
mencemarilingkungan;

3. kcgiatanbudidaya peternakandanjatau perikananclcngantidak
mengganggufungsircsapanair; danjalau

b. kegialanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi
I kegiatan industri skala kecil dan mencngah danjalau

pendukung perlanian danjalau perkebunan danjatau industri
rumah tangga dengan ~yaral tidak mencemari lingkungan
danjatau mcngganggu fungsi resapan air serta dilengkapi
denganprasaranapersampahanserlapengolahanlimbah;

2 kegiatan budi daya pcrlanian dengan lidak mengubah bentang
alamo tidak mengganggu Ekosistem alami. danjatau lidak
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2.kcgiatan

3 kegiatan pembangunan prasarana dan sarana budi daya
hortikulturadan perkebunan;

4. kegiatan Evakuasi bcncana;dan

kegiatan pcmantauan dan Pcringalan DiniBencana AlamGcologi;

b kegiatan yang dipcrbolehkandcngan syaratmeliputi

I kegiatan industri pengolahan hasil budi daya hortikultura dan

perkebunan dengan skala kecil atau menengah dan tidak
meneemar; !ingkungandan/atau mcngganggufungs; resapan air

serta dilengkapi dengan prasarana persampahan scrta

pcngolahanHmbah:

resapanalr;

Arahan Pcraturan Zonasi Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

ayat(3] hurufc terdiriatas·
kegiatanyangdipcrbolehkanmcliputi:

1. kcgiatan budidayahortikulluradan pcrkebunan:

2. kegiatan pcmcliharaan, peicstarian, dan perlindungan kawasan

Evakuo"i.

I. penyediaan prasarana dan serena peja!ankaki, angkutan umum,

dansektorinformal;

2 penycdiaan kolam penampungan air hujan secara merala di
setiapkawasanyangrawangcnangun air dan ra.van banjir;

3 penyediaan [cmpat parkir, prasarana persampahan, dan

prasarana pengolahan limbah untuk kegiatan umum seperti

perdagangan dan jasa, pemerintahan, kcsehatan, wisata alam

dan pendidikan; dan

Jalur Evakuaal yang di!engkapi rambu-rambu

f. penyediaan prnaarana dan sarana minimummeliputi
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3.kegialan

kegiatanyangdiperbolehkan meliputi:
I kegiatan budi daya tanaman pangan;
2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan pcrlindungo.nkawasan

ayo.t(31hurufdterdiriatas

Pasal62
Arahan peraturan wnasi Zona 84 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

d. pcnyediaan prasarana dan sa-ana minimum berupa infrastruktur
pcndukung kegiatan bud! daya hortikultura dan perkebunan sene
lokasi dan Jalur Evakuasi

dan PeringatanDiniBencanaAlamOcologi;
4 kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan

dan/atau

2 kegiatan budi daya yang mcngurangidaya scrap tanah terhadap
air danj atau kegiatan yangmcngganggufungsi reeapan air;

3 kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuasi;

daya hortikultura dan pcrkebunan;
I kegiatan budi daya lain yang mengurangi lahan kawasan budi
kcgiatanyangtidakdiperbolehkan meliputi:

5. kegiatan budi daya peternakan dan/atau perikanan dengan
intcnsitas bangunan rendah dan tidak mencemarilingkungan;

air; dan/atau

4 kegiatan bud; daya per-tamandengan tidak mengubah bentang
alam, tidak mengganggu Ekosistem almni, dan fungsi resapan

perkebunan dengan intensitas bangunan rendah;
3 kegiatan hunian penunjang kegiatan budi daya hortikultura dan

b~ldidaya horlikullura dan perkebunan:

2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pcngctahuan,
kegiatan pendidikan, dan wisala yang mendQmngpengcmbnngan
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d.penyediaan

2 kegiatan budi daya yang mcngurangidaya scrap tanah tcrhadap
airdanjataukegiatanyangmengganggufungsiresapanaj,·;

3 kegiatan yang mengganggu TES, TEA, dan Jalur Evakuaai:
danjatau

4 kegiatan yang mcnggangguprasarana dan sarana pemantauan

dan PeringalanDiniBencanaAlamGeoJogi;

DayaTanaman Pangan;

I kegiatan budi daya lain yang mcngurangi lahan KawasanBud;
k"gialanyanglidakdiperbolchkan melipuli

intensitas bangunan rendah dan tidakmencemarilingkungan;

4 kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang
alam, tidak menggangguEkosistem alami, dan fungsi resapan
air; danyatau

5 kegiatan bud; daya peterriakan danjatau perikanan dcngan

denganintensitasbangunanrcndah;
3 kegiatan hunian penunjang kegiatanbudi daya lanaman pangan

budidayatanamanpangan;

2 kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
kegia\anpcndidikan, dan wisata yangmendorongpengembangan

limbah;

1 kcgiatan industri pengolahan hasil budi daya tanaman pangan

dengan skala kecil eteu menengah dan lidak mencemari
lingkungan danjatau mengganggu fungsi resapan air serta

dilengkapj dcngan praaarana pcrsampahan serta pengotahan

b kcgiatanyangdiperbokhkandcngansyaratmeliputi:
5 kegiatanpemantauan dan PcringalanDiniBencanaAlamGcologi;

sarana budi daya3 kegiatan pembangunan pra~arana

tanamanpangan:
4 kegiatanEvakuas i bencana: dan
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c.kegiatan

3 kegiatanpembangunanprasaranadan sarana budidayahutan

rakyat;

4 kegiatanEvakuaaibcncana;dan

5 kegiatanpcmantauandan PeringatanDiniBcncanaAlamGeologi;

b kcgiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi

1 kegiatan industri pcngolahanhasil hutan rakyat dengan skala

kecilatau menengahdan tidakmcncemarilingkungandanjatau

mengganggu fungs; resapan air serta dilengkapi dengan

prasaranapersampahansertapengolahanlimbah;

2 kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,

kegiatanpendidikan,dan wisalayangmendorongpengcmbangan

hutanrakyat;

3 kegiatan hunian penunjang kcgiatan budi daya hutan rakyat

denganinlensitasbangunansangatrendah;danl atau

4 kegiatan budi daya pertanian dengan tidak mengubah bentang

alam, tidak menggangguEkosistcmalami, dan fungsi reeapan

Arahanperaturan zonas;ZonaB3 sebagaimanadimaksuddalamPasal 34

ayatl31huruj e terdiriatas:

keg;atanyangdipcrbolchkanmeliputi'

1 kegiatanbudidayahutanrakyat;

2 kegiatanpcmeliharaan,pelestanan,dan perlindungankawasan

d penycdiaan prasarana dan sarana minimum bempa infrastruktur

pendukung kcgiatan budi daya tanaman pangan scrta lokasi dan

JalurEvakuas;
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Bagian

kegiatan pemanfaatan ruang yang ber~angkutan ~esuai dengan
ketentuanperaturanperundang-undangansekluralau bidangterkait

ketentuan masing-masingsektor atau bidang yang mengaturjenis

yangdidasarkanpadaRencanaTataRuangKawasanTamanNasional
GunungMerapisebagaimanadiaturdalamPeraturanPresidenini

(3) Setiap pcmanfaalan ruang harus mcndapatkan izin scsuai dcngan

wilayahkabupaten beserta rencana rinei dan peraturan :<onasinya
kabupaten scsuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang
!"wangdari Pcmcrintah,pcmerintahprovinsi,dan/atau pcmcrintah

(2) Setiap pcmanfaatan ruang hat-us mcndapatkan izln pemanfaatan

(1) Arahan perizinan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
hurufbmerupakanacuandalampemberianizinpemanfaatanruang

BagianKetiga

Araban Perizinan

4 kegiatanyang mcnggangguprasarana dan sarana pemantauan

dan PcringatanDiniBencanaAlamGeologi;
d. penyediaanprasarana dan sarana minimumberupa infrastruktur

pendukungkegiatanbudi daya hutan rakyat sene lokaaidan Jalur

dan/atau

kegiatanyangtidakdipcrbolchkanmcliputi
I kegiatanbudi ctayalain yang mengurangilues kawasanhutan

rakyat:
2. kegiatanbudidayayangmengurangidayaserap tanah terhadap

air dan/atau kegiatanyangmengganggurungs;resapanair;
3. kegiatan yang menggangguTES, TEA, dan Jalur Evakuaal;
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(2)Pembcrinn ..

r. publikasi atau promosidaerah

penghargaandan rasunes+oan/etau

penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

d pcmberiankompensasi;

(I) Pcmberian insentif dari Pcmcrintah kepada Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 huruf a dapat bcr-upa

a subsidisilang;

b kemudahan perizinan bagi kcgiatan pcmanfaatan fuang yang

diberikanolehPemerintah;

Pemcrintahkepada Pemerintah Dacrah;

b Pcmcrintah Dacrah kepada Pemcrintah Daerah Jainnya;dan

Pcmerintahdan/atau Pemerintah Dacrah kcpada Masyarakat

Pcmcrintah Dacrah sebagai upaya pcngcndalian pemanfaatan ruang dalam

rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional

GunungMerapi

Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan aeuan bagi Pemerintah dan

Arahan pcmbcrian insentif dan disinscntif scbagaimana dimaksud dalam

At-ahanPcmbcrianlnscntirdan Diainsentif

Bagian Kecmpat
-65-

PRESIOEN
REPU8LIK INOONESIA



{2)Disinsentif...

pemberianstatus tertentudari Pemerintah
danjatau

b pembatasan penyediaan prasaranu dan sarana di daerah:
ruangyangdiberikanolehPemerintah;

{I) Disinsentifdari Pcmcrinlahkepada PemerintahDaerah sebagaimana
dimaksuddaJamPasa!66 huruf a dapat diberikandalambentuk

pensyaratankhusus dalamperi"inanbagikegiatanpemanfaatan

h kemudahan periainan.
g penyediaanpraaaranadan sarana;danjatau
f. urun saham;

scwa ruang:

b pemberiankompensasi;
penguranganretribusi;

d imbaJan;

pemberiankeringananpajak;
dapatberupa;

(2) Pembertaninsenufdari PemerintahDaerahkepadapemerintahdaerah
Jainnyasebagaimanadimabud da!amPasal66 hurufb dapat berupa

pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah pencrima
mantaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang
diterimaolehdaerahpcncrimamanfaat;

b kompcnsasipemberianpenyediaanprasaranadansarana;

kemudahaan perizinan bagi kegialan pemanfaatan ruang yang
diberikan oleh Pemer-intahDaerah penerima manfaat kepada
investoryangberaaaldari dacrahpemberimanfaat;danjatau

d. publikasiataupromosi daerah

(3) Pemberian inscntif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
kepada Masyarakatsebagaimanadimaksud da!amPasat 66 huruf c
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Bagian

Bentuk serta tata car-apcmberian insentif dan disinsentif dilaksanakan
scsuaidengan ketcntuanperaturan perundang-undangan.

Pasai70

{II Disinsentif diberikan untuk kcgiatan pemanfaatan ruang pede

kawasanyangdibatasipengcmbangannya

{2) Disinscntif sebagaimana dimakeud pada ayat {l) diberikan dcngan
tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pasai59

bcrupa

kewajibanMasyarakatmemberikompensasi;

b pensyaratan kbusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan

r-uangyangdiberikanolehPcmcrintahdan PemerintahDaerah;

c. kcwajibanMasyarakatmember;imbalan;

d. pembatasan penyediaanprasarana dan samna; danjatau

c. pensyararankhususdalamperizinan

1'1 Pemerintah Daerah kepada pemertrnah daeruh

lainnyesebagairnanadimak:<Llddalam Paso.]66 hurufb dapat bCl"upa

pengajuan pcmbcrian kompcnsasi dar; Pemerintah Daerah

pemberimanfaatkcpadadaerahpenerimamanfaat;

b. pembatasan penyediaanprasarana dan sat-ana,danjatau

pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan
ruangyangdiberikanoleh PemerintahDaerah pemberi manfaat

kepadainvestoryangberasaldaridaerahpenerimamanfaat.

(31 Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada

Masyarakar scbagaimana dimaksud dalam Pasat 66 huruf c dapat
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(3) PcngelolaanKawasariTaman Nasional Ounung Merapioleh Menteri
dan menteriJpimpinan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat {2J dapat dilaksanakan oleh Oubernur melalui dekonsentrasi
dan/ataulugaspembantuan

kelentuanperaturan perundang-unda.ngan

(2) PengelolaanKawasanTaman Nasiona!Ounung Merapi sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan olehMenteri.menteri/pimpinan
lembaga terkan, Guberrrur,dan Bupati di Kawasan Taman Nasional
Ounung Merapi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

NasionalOunungMeTapi.

(1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang KawasariTaman
Nasional Gunung Merapi dilakukan pengelolaan Kawasan Taman

PENGELOLAANKAWASANTAMANNASIONALOUNUNGMERAPI

{2J l-'engenaansanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai dengan rcncana lata ruang wi!ayah kabupaten
beserta rencana rincinyayang didasarkan pada RencanaTala Ruang
KawasanTamanNasiona!GunungMerapi

bidangPenataan Ruang.

Pasal?l
(1) Arahan sankai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)huruf

d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/ atau sankai
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BagianKelima
Arahan Sanksi
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melalui kegiatan pemantal.lan, evaluasi, dan pelaporan terhadap

kinerjapengaturan. pembinaan.dan ?elaksanaan PenataanRuangdi

KawasanTamanNasionalGunungMerap;

(3) Pengawasanscbagaimanadimaksudpada ayat (2)dilakukandengan

melibalkanperanMasyarakat

(4) Pengawasansebagaimanadimaksudpada ayat (1).ayat (2).dan ayat

[3) dilakaanakan sesuai dcngan ketcntuan peraturan pcrundang­

undangan

(2) Pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

[1) DalamrangkapengelolaanKawasanTamanNa~ionaJGunungMerapi

dilakukan pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sesuaidengankewenangannya

(3) Pembentukanbadan danjatau lembagasebagaimanadimaksud pada

ayal (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pcrsetujuan dari

ayat(l) diaturolch Gubcrnur

[2) Pembentukan, tugas, ausunan organisasi, dan lata kerja, serta

pcmbiayaanbadan dan/atau lembagasebagaimanadimaksud pada

perundang-undangan.

(1) DaJam rangka menunjang penge!o!aanKawasariTaman Naaional

Gunung Merapi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 72, Gubernur

dapat membentuksuatu badan danjalau Jembaga,sesuai ketentuan

PasaJ73
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4. perumusan konscpsirencana tataruang; dan/atau
5 penetapanrencanatataruang.

b. kerja sama dengan Pemerintah, PemerintahDaerah, dan/atau sesama
UnSUrmasyarakat dalam perencanaan tala ruang.

atau kawasan:

I persiapan penyusunan rencana lata ruang;
2 penentuan arah pengembanganwilayahatau kawasan;

3 pengidcnlifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah

masukanmengenai:
dimaksuddalam Pasal76 hurufa berupa
SenIuk peran Ma~yarakat dalam perencanaan tata ruang scbagaimana

perencanaantataruang:
b pemanfaatanruang;dan

pengendalianpemanfaatanruang.

Ounung Merapidilaksanakan dilakukanpadalahap
Peran Masyarakat dalam penataan rllang Kawasan Taman Nasional

Pasal76

Pasal75
Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Taman Nasional
Gunung Merapidilakukan untuk mewujudkankelestarian lingkungandan
kesejahteraan Masyarakat KawasanTaman NasionalOunung Merapiyang
berbasismitigasi bencana

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANO

KAWASAN TAMAN NASIONAL OUNUNG MERAPI
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d.pengajuan

pclaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenangdalam
hal menemukan dugaan pcnyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan mang yang melanggar rcncana tata ruang yang telah
ditetapkan;dan

tataruangyangtelahditetapkan;

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaalan ruang
sebngaimanadimaksuddalam Pas8176hurufcdapatberupa

masukan terkait arahan can/eteu peraturan zonasi, periainan,
pcmberian insentifdandisinsentif, sertapengenaansanksi;

b keikutsertaan dalam memanlau dan mcngawasipclaksanaan rencena

Pasal79

kcgiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, scrta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi Iingkungan hidup
dan sumberdayaalam; dan

f. kegiatan invesrasidalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketemuan
peraturan perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan

d. peningkatan efisiensi,efektivitas, dan keserasiandalampcmanfaatan

ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dcngan
mcmperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketemuan

rencanatataruangyangtelahditetapkan;

Bentuk peran Maayarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana
climaksuddaiamPasal76huruf bdapatberupa

masukanmengenaikcbijakanpemanfaatanruang;

b. kerja Sarnadcngan Pemerinlah, PcmerintahDaerah, dan/atau sesema
unsur Masyarakatdalam pcmanfaatan ruang;

kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan loka!dan

I'RESIDEN
REI'UBLIK INDONESIA



Dalam rangka meningkatkan peran Masyarakat, Pemerintah Daerah di

KawaaanTaman NasionalGunung Merapi membangun sistem inforrnaai

dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh

Masyarakat

Pclaksanaan tata cera peran Masyarakat dalam penataan ruang di

Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

PasalSl

(II PeranMasyarakatdalam penataan ruang di KawasanTaman Nasional

Gunung Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapal

disampaikan secara lisan danJatau tertulis kepada:

menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait

denganpenataanruang;
b gubernur;dan

bupati.

[2) Pecan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat

disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada

kementerianflembaga pemerintah non kementerian terkait dengan
penataan mang, pcmcrintah provinsi,dan pemerintah kabupaten

d pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwcnang

terhadap pcmbangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana

tataruang
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2 untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin lerkait habis
rnasa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan
rekayasa teknis. sesuai dengan fungsi kawasan datam
rcncana tata mang dan peraturan zonasi yang dhetapkan
olch PemcrintahDacrah berdasarkan Peraturan Presidenini;
dan

berdasarkanPeraturanPrcsidenini;

I untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
leTkaitdisesuaikan dengan fungsi kawaaan dalam rencana
tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Presidenini:

(I) Denganberlakunya Peraturan Prt:sidenini, maka:
izin pemanfaatan Tuangpada masing-masing daeTahyang telah
dikelual'kan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pl'esidenini,tetapberlakusesuaidcnganmasaberlakunya;

b, izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak

Dengan berlakunya Pcraturan Presiden ini, peraturan daerah tentang
rcncana tata ruang wilayah provinsi, pcraturan daerah tentang rencana
lata mang wilayahkabupaten, dan peraturan dacrah tentang reneana rinei
lata ruang beserta peraturan zcnaei yang bertentangan dengan Pcraturan
Presiden ini harus disesuaikan pada seat revisi peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wiJayahprovinsi, peraluran daerah tentang rencana
tata ruang wilayahkabupalen, peraturan daerah tentang rencana rinci tata
ruang oeeene peraturan zonas! scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
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(2)Scpanjang ..

3 untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,

tidak mcmungkinkan untuk menerapkan rckayasa teknis

sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang

dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleb Pemerintah

Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang

telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhedap kerugian

yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat

diberikan penggantian aeauai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai

dcngan Peratumn Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan

fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonaai

yang dltetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan

Presiden ini;
d. pemanfaatan ruang di KawasanTaman NasionalGunung Merapi

yangdiselengganlkantanpaizill ditcntukansebagai bcrikut·

1 yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presidenini,

pemanfaatan ruang yang bcrsangkutan diterfibkan dan
disesuaikan dengan fungsi kawaaan dalam rencana tata

ruang dan pcraturan zonasi yang ditctapkan oleh
Pemerintah Dacrah berdasarkan Peraturan Presldenini; dan

2. yang sesuai dcngan Peraturan Presiden ini, dipercepatuntuk

mendapatkanizinyangdiperlukan;

Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat

danyatau hak-hal< alas lanah sesuai dengan ketcntuan

peraturan perundang-undangan, yang karena Reneana Tata
Ruang Kawasan Taman Nasicnal Gunung Merapi ini

pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur
seauaidengan ketentuan peraruran perundang-undangan
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(2)Peninjauan ..

(I) Jangka waktu ReneanaTala RuangKawasanTaman NasionalQunung

Mcrapiselama20 (dua puluh) tahun.

KETENTUANPENUTUP

(1) Zona 1.2 yang dilelapkan scbagai Kawasan Rawan Bencana Alam

Oeojogi yang lerdampak langsung, disesuaikan pemanfaatao

ruangnya dari kegiatan p<:rmukiman sebagairnana dlatur dalarn

Pcraturan Presiden ini, seeara bertahap dalarn jangka waktu paling

lambat3(tiga)tahunsejakPcraturanPresideniniditetapkan

(2) Pcnyesuaiansebagairnanadimaksud pada ayat (I) dapat dllaksanakan

oleh Pemerintah danj atau Pcmerintah Daerah eeeuec dcngan

kC!enluanperaturan perundang-undangan

(2) Scpanjang rcncana lala ruang wilayah provin~i,reneana lala ruang

wilayah kabupatenj kota. danjalau rcncana rind tala ruang berlkut

peraturan zonasi di KawaeanTaman NasionalGunung Merapi beJum

dlsesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tala

Ruang Kawasan Taman Nasional Qunung Merapi sebagai aeuan

pemberian izinpcmanfaatan ruang.

PRESIDEN
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Agar

Pcraturan Presidenin; mulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.

Pasal88

Ketentuan dalam pcraturan daerah tcntang rencena tata ruang wilayah

provinsi, peraturan daerah tentang renCana tata ruang wilayah

kabupaten/kota, dan peraturan daerah tenlang rencana rind lata ruang

beserta peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dan belum diganli berdasarkan Pcraturan

Pasal87

(2) Peninjauan kembali Reneana Tala Ruang KawasanTaman Nasional

OunungMerapidilakukan I (satu]kalidalam 5 (lima)tahun

(3) Peninjauan kernbali Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional

Gunung Merapi dapat dilakukan lebih dari 1 (satul kall dalam 5

(limaltahun

dalam kondisi lingkungan strateg!s tenentu yang berkaitan

dengan Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan;
b dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan

dengan batas wilayahdaerah yang termasuk dalam Kawasan

Taman Nasional Gunung Mcrapi yang ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan:danyatau

apabila te,jadi perubahan RencanaTala RuangWilayahNasional

yang lerkail dengan Rencana Tala Ruang Kawasan Taman

NasionalGunungMerapi.
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Salinansesunidcnganaslinya

AMIRSYAMSUDIN

REPUBLIKINDONESIA,

DiundangkandiJakarta
padatanggailiJuli2014

OR.H. SUSILOBAM8ANGYUDHOYONO

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

OilClapkandiJakarta
Padatanggal7Juli2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerimahkan pengundangan
Pcraturan Presiden ini dengan pcnempatannyadalam LcmharanNegara
Repuhliklndonesia

PRE;SIOE;N
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